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ABSTRAK

Nama : Dwi Hastuti A.
Program Studi  : Ilmu Hukum
Judul : Studi Tentang Tanggung Jawab PengelolairParkrhadap

Konsumen Melalui Asuransi Parkir Di Stasiun Pondcika,
Depok, Jawa Barat

Para pelaku usaha menjalankan usaha perparkiratengan menitikberatkan pada
penggunaan klausula baku bahwa kerusakan ataupularngan bukan tanggung
jawab pelaku usaha, tetapi hal tersebut sudalk tdmlaku lagi sesuai Putusan
Peninjauan Kembali (PK) perkara nomor 124/PK/PDUR22®ahwa pelaku usaha
wajib mengganti kerugian yang diderita konsumenrapsgbuah area parkir. Putusan
tersebut membuat dibutuhkannya penggunaan asyranrksi untuk melindungi pihak
konsumen agar memberikan kepastian bahwa segalgi&eryang diderita oleh
konsumen pasti akan diberikan ganti kerugian. dgdandang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayatlqi (2) mengatur akan
kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti aigs kerugian yang diderita
konsumen. Dalam penelitian ini digunakan metodesjitgan hukum normatif yaitu
penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulisigde menggunakan studi
kepustakaan dan wawancara..

Kata Kunci : Klausula Baku, Perlindungan Konsumf&syransi Parkir.
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ABSTRACT

Name :  Dwi Hastuti A.

Study Program : Law Science

Title : Study about responsibility parking servim®vider to consumer
with Insurance Parking at Station Pondok Cina, Bepdest
Java

This time all the parking service provider put indperation relied heavily on
utilizing standard clause, that damage or hasiostesponsibility their company, but
now this matter is not used anymore, because Thdicidu Review
no.124?PK?PDT/2007 said: The parking service pmvitiust responsible to all
damage on their parking area. The Judicial Previeake a result to all parking
service provider need a insurance parking to ptotdt consumer, to give
compensation if something happened to their vehidien they’re parked in area
parking service provider. The act no.8 of 1999 onstimer protection article 19 one
and two say about responsibility all the parkingrvee provider to give
compensation to consumer. In this research, it trsedormative law research that is
a research of written law which based researcliterature and interviews.

Keyword : standard clausula , consumer protecti@hiasurance parking.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Per masalahan

Pertumbuhan dan perkembangan dari sebuah kota buedrkan
bertambahnya aktifitas kegiatan masyarakat di tiderta yang bersangkutan. Untuk
menunjang aktifitasnya, maka sarana transportasipbejalan dan dan kendaraan
semakin meningkat. Akibatnya terjadilah kemacetam#&cetan di daerah perkotaan
terutama di kota-kota besar di Indonesia. Kemaceateanjadi rutinitas sehari-hari
yang harus dihadapi oleh pemilik kendaraan, bailkk&ndaraan beroda dua maupun
beroda empat atau lebih.

Kemacetan juga sebagai akibat bertambahnya jumiidakaan tidak
seimbang dengan pertumbuhan sarana dan prasaearspdrtasi seperti fasilitas
parkir bagi kendaraan terutama yang berada di iokasat-pusat kegiatan
perekonomian seperti pusat perbelanjaan maupuokpart di sepanjang jalan yang
membutuhkan tempat parkir bagi konsumen. Tingkakgmebangan penduduk dan
perkembangan ekonomi yang sangat pesat di DKI tiak@an Botabek telah
menyebabkan pertambahan lalu lintas jalan raya \aespar yang tidak dapat
diimbangi walaupun dengan penyediaan jalan bard. tefaebut mengakibatkan
kebutuhan akan lahan parkir semakin meningkat.

Fasilitas parkir dibutuhkan bagi masyarakat penggtransportasi sebagai
tempatnya untuk menitipkan kendaraannya untuk semwenselagi mereka
melakukan aktifitas di dalam ruangan. Parkir dildeadaan tidak bergerak suatu
kendaraan yang tidak bersifat semerftafeasilitas parkir merupakan fasilitas
pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jafasilitas parkir dapat dibedakan
menjadi 2 (dua), yaitu pertama, fasilitas pangyada badan jalan yaitu fasilitas untuk

parkir kendaraan dengan menggunakan sebagidanbjalafd dan kedua, fasilitas

! Departemen Perhubungan, Keputusan Menteri PerhabuNgmor KM 65 tahun 1993,
Pasal 1 angka 1.

2 Ibid., Pasal 1 angka 4.

Universitas Indonesia

Studi tentang ..., Dwi Hastuti A., FH Ul, 2011



parkir di luar badan jalan yaitu fasilitas parkamg dibuat khusus yang dapat berupa
taman parkir dan/atau gedung patkBedangkan fasilitas parkir untuk umum adalah
fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedgagkir atau taman parkir yang
diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdirirseleigan menyediakan jasa
pelayanan parkir untuk umdmFasilitas parkir yang akan dibahas dalam perlisa
skripsi ini adalah fasilitas parkir untuk umum.

Kebutuhan akan lahan parkir ini membuat banyak éseldangnya usaha
perparkiran baik pada suatu pusat perbelanjaan ungo@da suatu area perkantoran.
Kebutuhan akan tempat parkir juga mengakibatkanukms badan pengelola
perparkiran baik itu oleh Pemerintah Daerah maupagian pengelola perparkiran
swasta. Dalam menentukan pengelolaan perparkirag y@enyangkut keamanan
menjadi hak pengelola yang akhirnya mengakibatkemilgk kendaraan menjadi
merasa tidak terlindungi jika seandainya kendayasgy diparkir tersebut hilang, atau
barang di dalamnya hilang maupun rusak, karenagbalagparkir tidak dibebani
tanggung jawab. Bebasnya tanggung jawab tersebebalbkan klausula baku yang
telah dicantumkan pada karcis parkir yang amapsecara sepihak telah membuat
konsumen dalam keadaan tidak dapat menolak.

Klausula yang biasanya dicantumkan dalam karcikimpagecara jelas
disebutkan kehilangan mobil atau barang berhargarbtanggung jawab pengelola
parkir, sebaliknya jika mereka yang parkir kehdan karcis parkir maka konsumen
dikenakan denda dan secara peraturan diperboledggerti tertera dalam Peraturan
Daerah DKI Jakarta No.5 Tahun 1999 yang di dalammgenuat “pemakai jasa
parkir yang tidak dapat menunjukkan tanda retrilbersipat parkir di tepi jalan umum
dikenakan denda sebesar 5x (kali) biaya parkirenyataan akan hal tersebut tidak

adil bagi konsumen. Konsumen dalam posisi terlkalaldan pengelola parkir dalam

3 Departemen Perhubungan, Keputusan Menteri PerhabuNgmor KM 66 tahun 1993,
Pasal 1 angka 2.

4 Ibid., Pasal 1 angka 3.
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posisi yang menang. Ketidakadilan ini disebabkaangd persoalan hukum yang
tidak memihak konsumen, klausula baku itulah péasoAukumnya. Semua karcis
parkir yang mencantumkan klausula baku makbamya jika hilang atau rusak

pengelola akan terbebas dari tanggungjaw&edangkan bagi konsumen, yang
menjadi masalah sebetulnya adalah dengan membeayanlah tarif tersebut hak

yang ingin diperoleh adalah soal keamanan dan keayan. Keamanan berkaitan
dengan jaminan terhadap obyek parkir dan kenyambed@itan dengan rasa aman
selama konsumen meninggalkan kendaraan yang diparki

Perparkiran sendiri menimbulkan masalah yang cusemus baik kepada
konsumen, pengelola parkir bahkan pemerintah daegalara dari konsumen
terhadap permasalahan parkir dapat dilihat meladadia massa baik elektronik
maupun cetak, melalui berbagai pengaduan di Yaydsambaga Konsumen
Indonesia (YLKI) dan bahkan ada yang dibawa samipaPengadilan dan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Permasaltdraebut antara lain
masalah penetapan tarif yang semena-mena, kerukekaaraan di tempat parkir,
kehilangan kendaraan, bahkan ketidakbecusan pdafemiaerah sebagai pengelola
parkir. Mengenai Permasalahan yang akan dibahas pedulisan ini adalah
dikhususkan pada kerusakan kendaraan di tempat pgarkkehilangan kendaraan di
tempat parkir.

Permasalahan ini menimbulkan ketidakseimbangan rfgdwu antara pihak
konsumen dengan pengelola perparkiran dan pereitijpat atau lokasi perparkiran,
karena para konsumen telah melakukan kewajibanetgpittidak bisa menuntut
haknya, seperti yang selama ini sering terjadinaa mobil hilang di area parkir dan
pemilik mobil tidak dapat menuntut ganti rugi keaeti dalam karcis telah tertera
bahwa bahwa kehilangan tidak menjadi tanggung japeaigelola parkir. Hal ini
tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsunsemingga telah ditegaskan
melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Aguatam perkara Nomor
124/PK/PDT/2007 bahwa setiap kendaraan yatandnidi area perparkiran maka

®Hak Konsumen dalam Layanan Parkir “Media Indonesia@”’Mei 2000
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pihak pengelola parkir harus mengganti kehilangasebut. Berdasarkan putusan
Mahkamah Agung tersebut, maka muncul permasalaban yang bisa merugikan

pelaku usaha meskipun hal tersebut menguntungkami kansumen. Tetapi

permasalahan ini dapat dihindari dengan peraakasuransi parkir di area parkir,
dimana nantinya permasalahan yang timbul padaasatu parkir akan diselesaikan
oleh pihak asuransi.

Seiring dengan perkembangan zaman yang terjaditatea di kota-kota
besar, asuransi sudah menjadi bagian yang tidplsaékan dari kehidupan sehari-
hari. ltulah yang membuat asuransi parkir ini sus@patutnya menjadi bagian dari
sebuah usaha perparkiran. Oleh karena pada halekaseorang tidak mau
menanggung resiko atau kerugian yang begitu besitkakterjadi suatu peristiwa
yang tidak diduga sebelumnya, seperti kecelakaaareh parkir, kehilangan, dan
lain-lain. Hal inilah yang mendasari pemakaian assirdan menyebabkan semakin
berkembangnya perusahaan asuransi dikota-kota .bdstapi yang menjadi
persoalan adalah kurangnya pengetahuan masyarakatn uterhadap asuransi
tersebut, terutama dalam segi hukum. Hal inilahgyamenyebabkan munculnya
ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usahieodaomen.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8ntdl999 tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK), dalam Pasal 1 angKdUPK, pelaku usaha
adalah setiap orang, perorangan atau badan usakajdmg berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berdkddan di wilayah hukum
Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun dmeassama, melalui bidang
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalarbadp@ bidang ekonomi.
Berdasarkan pemahaman tersebut maka pengelola pankiasuk kategori pelaku
usaha yang menjalankan kegiatan usaha dalam bi@@agperparkiran. Menurut
Pasal 1 angka 5 UUPK, jasa adalah setiap pelaygaram berbentuk pekerjaan atau
prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk rdamtkan oleh konsumen.
Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK, konsumen adalahpsetiang pemakai barang
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, daajk kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan.
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Berdasarkan hal di atas maka pemilik kendaraan yaemgarkir kendaraan di
satu area milik pengelola parkir termasuk kategmmsumen. Dengan demikian
hubungan hukum antara pemilik kendaraan denganepmagparkir tunduk pada
UUPK. Bahwa pengelola parkir wajib untuk menggamrugian dari konsumen
yang muncul di area perparkiran, dan untuk mengderugian konsumen tanpa
menimbulkan kerugian pada dirinya maka dibutuhkeatis pengalihan risiko melalui
pemakaian asuransi parkir.

Berdasarkan dengan pemahaman akan penjelasas diaka ketika terjadi
kebakaran di Stasiun Pondok Cina pada 31 Juli 2043 konsumen mengajukan
tuntutan kepada pihak pengelola parkir untuk merkéerganti rugi. Terjadinya
kebakaran menyebabkan 36 kendaraan bermotor hategbakar, dan pihak
pengelola parkir diwajibkan untuk mengganti sesiemgan kerugian yang diderita
konsumen. Permasalahan ganti rugi ini juga didesth pihak perusahaan Kereta
Api Indonesia (PT.KAI) agar pihak pengelola segsramberikan ganti rugi pada
konsumen. Desakan dari PT.KAI membuat pelaku usabmberikan ganti rugi
terhadap konsumen sesuai nilai kerugian dalam gamgiktu yang telah ditentukan.
Pemberian ganti rugi ini menimbulkan kerugian bpeiaku usaha karena mereka
harus mengganti dari harta kekayaan mereka pribadi.

Asuransi parkir adalah sebuah produk baru yangibdélanyak digunakan di
area perpakiran meskipun telah diatur penggunaadaisam peraturan perundang-
undangan. Tetapi pihak pengelola parkir di StasiBondok Cina telah
menjalankannya karena melihat pada kasus terdayamg telah terjadi dimana
mereka harus mengganti kerugian konsumen dari lpite@di mereka, sehingga
pihak pengelola memutuskan untuk menggunakan asyparkir agar mereka dapat
memberikan perlindungan bagi konsumen tanpa menkabwkerugian bagi pihak

konsumen maupun pelaku usaha.
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1.2. Pokok Permasalahan
Masalah-masalah yang akan dibahas dalam peneiitiadalah :
1. Mengapa asuransi parkir diperlukan untuk memberigarindungan pada
konsumen?
2. Apakah perbedaan ciri-ciri perparkiran yang menggan asuransi dan yang
tidak menggunakan asuransi?
3. Apakah pelaksanaan asuransi parkir di Stasiun Ron@ma sudah

memberikan perlindungan bagi konsumen?

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada pokok yang telah dikemukakan biarisenaka dapat
dikemukakan tujuan penelitian dalam penulisan skiip, adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai asuransi parkir ditidati segi perlindungan
konsumen.

2. Untuk mengetahui apa perbedaan ciri-ciri perpankiyang menggunakan
asuransi parkir yang memberikan keamanan bagi koemsudimana cirri-ciri
tersebut bisa dilihat secara kasat mata oleh koasum

3. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan asuransi pédirkBtasiun Pondok
Cina telah memberikan perlindungan bagi konsumenapéaat jasa parkir

atau belum.

1.4. Definisi Operasional
Adapun yang menjadi batasan dari definisi operasiogang akan
dipergunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan&ga yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dindsg keluarga, oranglain,

maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagart.

® Indonesia (a), Undang-Undang Perlindungan Konsubfdemor 8 Tahun 1999, Pasal 1
angka 2.
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2. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atln husaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum galigkan dan
berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik I baik sendiri
maupun bersama-sama, melalui bidang perjanjian ebemggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekorfomi

3. Jasa adalah setiap pelayanan yang berbentuk pekesmjau prestasi yang
disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan kadesumeft

4. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kenuaraag tidak bersifat
sementara

5. Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas padiifuar badan jalan berupa
gedung parkir atau taman parkir yang diusahakaagselixegiatan usaha yang
berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayaaskirpuntuk umurf’.

6. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentalsyhrat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu sesapéhak oleh pelaku usaha
yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau giarjarang mengikat dan
wajib dipenuhi oleh konsumén

7. Asuransi adalah perjanjian antaradua pihak atain,lelengan mana pihak
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggunggatemenerima premi
asuransi, untuk memberikan penggantian kepadaggtag karena kerugian,
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang dihanajkau tanggungjawab
hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan dadgttanggung, yang

timbul dari suatu peristiwva yang tidak pastgu untuk memberikan suatu

! Ibid., Pasal 1 angka 3
8 Ibid., Pasal 1 angka 5.

o Departemen Perhubungan, Keputusan Menteri PerhabuNgmor KM 65 Tahun 1993,
Pasal 1 angka 1.

0 Departemen Perhubungan, Keputusan Menteri Perhabudgmor KM 66 Tahun 1993,
Pasal 1 angka 2.

1 |ndonesia (a), op. cit., Pasal 1 angka 10.
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pembayaran yang didasarkan atas meninggal atagpryduseseorang yang
dipertanggungkas.

8. Asuransi parkir adalah merupakan suatu pengalileaika atas terjadinya
suatu kerugian atau kehilangan disuatu area pakig dilakukan oleh pihak
pengelola sebagai bentuk tanggungjawabhya

9. Tanda masuk parkir adalah tanda masuk kendaraan dierikan dengan
nama, dan bentuk apapun untuk memasuki gedung paekataran parkir dan
lingkungan parkit*.

10.Biaya parkir adalah pembayaran atas penggunaark petkir atau tanda
masuk parkir di luar badan jafan

11.Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggumetak parkir pada tempat
parkir milik Pemerintah Daerdh

12.Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kerugitau batalnya seluruh
atau sebagian dari suatu keuntungan yang semudaagiken, karena suatu
kejadian di luar kuasa manusia, kesalahan sentdit perbuatan manusia

lain'’.

12 \ndonesia (b),Undang-Undang Usaha PerasuransiarofN®mahun 1992, Pasal 1 angka 1.

Pavid M.L.Tobing,Parkir Plus Perlindungan Hukum Konsumeret. 1, (Jakarta: Timpani
Publishing, 2007), hal. 96.

14 Jakarta, Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukogatdakentang Perparkiran, Perda DKI
Jakarta Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 1 huruf .

15bid., Pasal 1 huruf s.

1%bid, Pasal 1 huruf t.

17GunantoAsuransi Kebakaran di Indonesi@Jakarta: Tira Pustaka, 1984), hal. 1.

Universitas Indonesia

Studi tentang ..., Dwi Hastuti A., FH Ul, 2011



1.5. Metode Pendlitian

Penelitian hukum haruslah dilakukan dengan mend@mauatu metode
penelitian yang ilmiah. Metode penelitian yang digkan adalah penelitian yuridis
normatif®. Yuridis normatif artinya penelitian mengacu pat@ma hukum yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan semt@anyang berlaku dan
mengikat di masyarakat. Tipe penelitian ini adalpbnelitian eksplanatoris
dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu. Peaeliini akan menjelaskan
analisis atas suatu permasalahan atau kasus yarnygngkut perlindungan di bidang
konsumen yaitu dalam hal ini menganalisis meng@eanberian ganti rugi pada
konsumen di area parkir melalui asuransi parkir.

Menurut Churchill, dalam sebuah penelitian hukungnggunaan data
sekunder mencakup bahan-bahan, yang apabila ditlaét sudut kekuatannya,
mengikat ke dalam, yaitu bahan hukum primer, bam#um sekunder dan bahan
hukum tersier.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisapsskni adalah
sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yanggikat, mencakup Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang ddd8nTahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No&ofmahun 1992
Tentang Usaha Perasuransian. Bahan hukum yangiaakisis untuk melihat
pola pelaksanaan asuransi parkir sehingga dapabarmsebagai dasar acuan
dan pertimbangan hukum yang berguna dalam perlgatunkonsumen di
Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskanbhukum primer,
yang isinya tidak mengikat. Bahan hukum sekundeerdieh dari buku ilmiah
hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjanlm, serta kasus-kasus

hukum.

18 Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukun@Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia,1986), hal. 51.
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c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menunjang rbghnener dan bahan
sekunder’. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk ataugtesgn bermakna
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepantik hukum, ensiklopedia,
dan lain-lain.

Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untiihat penyelenggaraan
perparkiran dengan penggunaan asuransi parkir ited@ngan perlindungan
konsumen. Yang pada akhirnya menarik kesimpulawy yensifat deskriptif-analitis
dari suatu permasalahan yang telah dirumuskandaphpermasalahan konkret yang

dihadapi.

1.6. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi disusun secara bemrwisesuai dengan

pentahapan berdasarkan materi adalah sebagaitoeriku

BAB | PENDAHULUAN
Bab pendahuluan berisi secara berurutan dari nudtdr Belakang
Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan PeneliDafinisi
Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematikaulizm.

BAB Il TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI
INDONESIA
Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum hpkaimdungan
konsumen, asas dan tujuan hukum perlindungan kasrsuhak dan
kewajiban konsumen dan pelaku usaha, penyelesagagkeata
konsumen, dan peraturan lain yang terkait dengaringengan

konsumen.

19 g Mamudiji et. al, Metode Penelitian dan Penulisan Huku@@akarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hai33

Universitas Indonesia

Studi tentang ..., Dwi Hastuti A., FH Ul, 2011



11

BAB Il TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI
Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan ureatartg asuransi,
sejarah asuransi, definisi dan pengertian asurdagian asuransi,
jenis asuransi, sejarah asuransi parkir, defingi ¢tbjuan asuransi
parkir, polis asuransi parkir.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TANGGUNGJAWAB PENGELOLA PARKIR
TERHADAP KONSUMEN MELALUI ASURANSI PARKIR
DENGAN STUDI PADA AREA PARKIR STASIUN PONDOK
CINA
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai asuransiipsebagai bentuk
perlindungan konsumen, ciri-ciri perparkiran yangenggunakan
asuransi dan yang tidak, pelaksanaan asuransr [aiki meliputi tata
cara pengajuan klaim,hubungan antara pelaku usam pihak
asuransi. Pembahasan tersebut ditinjau dari Undadgng No.8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan paratu
perundang-undangan lainnya yang terkait.

BAB V PENUTUP
Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran yang diaméii debagian yang
ada dari Bab | sampai dengan Bab IV dan menjawalyapg menjadi

pokok permasalahan dalam penelitian ini.
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BAB 2
TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI
INDONESIA

21 Definisi Perlindungan Konsumen

Dalam Ketetapan MPR tahun 1993 terdapat arahargenan perlindungan
konsumen yaitu melindungi kepentingan produsen Kansumen. Berdasarkan
arahan tersebut maka terdapat dua hal yang penhgapat perhatian yaitu adanya
kelompok masyarakat produsen serta kelompok mdsyar&onsumen dan
kepentingan masing-masing kelompok perlu dilindthgi

Sesuai ketetapan MPR tersebut maka terdapat peEmgenengenai hukum
konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaiddahkgang mengatur hubungan
dan masalah penyediaan dan penggunaan produk gbaamatau jasa) antara
penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bernaksyar

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan baRedindungan
Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adaggastian hukum untuk
memberikan perlindungan kepada konsuthekiepastian hukum untuk melindungi
konsumen yang diperkuat oleh UUPK, member haragan gelaku usaha tidak lagi
bertindak sewenang-wenang yang dapat merudiedahak konsumen. Selain itu
dengan adanya UUPK dan peraturan perundang-undaysgan mengatur tentang
perlindungan konsumen maka konsumen memiliki pasesimbang. Jika terjadi
suatu pelanggaran maupun tindakan yang merugikdwadap hak-hak konsumen
maka konsumen dapat menggugat atau menuntut pakdhia. Terdapat kerangka
umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perligalukonsumen, yaitu :
a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;

b. Konsumen mempunyai hak;

20 Az. Nasution (a),Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengafitakarta: Diadit
Media,2006), hal.34

“Lipid., hal. 37.

22 |ndonesia (a)pp.cit, Pasal 1 angka 1
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c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban;

d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen bigitikosi pada pembangunan
nasional,

e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis sehat;

f. Keterbukaan dalam promosi barang dan jasa;

g. Pemerintah perlu berperan aktif;

h. Masyarakat juga perlu berperan serta;

i. Perlindungan konsumen memerlukan terobosanrhidalam berbagai bidang;

J. Konsep perlindungan konsumen memerlukan perabisgap.

2.2 Pengertian Hukum Perlindungan K onsumen

Hukum konsumen dapat diartikan sebagai keselurakas-asas dan kaidah-
kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalayegi@an dan penggunaan
barang dan atau jasa antara penyedia dan penggundalam kehidupan
bermasyarakdl Sedangkan hukum perlindungan konsumen sendirilalada
keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang memget melindungi konsumen
dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggbe@ang damtau jasa
konsumen antara penyedia dan penggunanya dalanduleini bermasyarakat
Indonesia seperti halnya negara berkembang laimgreghadapi permasalahan yang
tidak jauh berbeda dalam bidang hukum perlindukgasumen. Kondisi konsumen
di Indonesia masih sering mengalami hal-hal yangugikan dirinya, posisi
konsumen lebih lemah dibandingkan pengusaha daanisgsinya. Permasalahan
ketidakseimbangan kedudukan konsumen tersebut Iohjsmi oleh hukum
perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsummemupakan bagian dari
hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidkh-Kzersifat mengatur dan

juga mengandung sifat yang melindungi kepentingarsumef?.

23 Az. Nasution (a)pp. cit, hal. 37
> Ibid.,

25 Az. Nasution (b),Konsumen dan Hukum ; Tinjauan Sosial, Ekonomi dakuirh pada
Perlindungan Konsumen Indonesfaet. 1, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1868%5),65
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Pada era reformasi, pada masa pemerintahan BJielatabhggal 20 April
1999, RUUPK diresmikan menjadi UUPK. Rasio diundamgypya UUPK adalah
dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsuméadap pelaku usaha dan
mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dartabggung jawab dalam
menjalankan kegiatann§fa Dengan diterbitkannya UUPK mengakibatkan tetap
digunakannya hukum umum dalam menanggulangi nfagaldindungan konsumen
karena UUPK merupakan hukum khusus mengenai parliggh konsumen yang
dalam pelaksanaannya juga perlu ditunjang dengkanhwmum di samping hukum
perlindungan konsuméh

Menurut UUPK, perlindungan konsumen adalah segadgaiyang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungapada konsuméh
Perlindungan konsumen yang dijamin kepastian hulkamtersebut diberikan
terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen dausldielahiran hingga kematian
dan segala kebutuhan di antaranya. Perlindungasukeen juga sering dikaitkan
dengan hukum konsumen meskipun hampir dipastikdaw®ahukum konsumen
mengandung maksud yang sama mengenai perlinduogsaiken.

Dalam penjelasan UUPK, disebutkan bahwa keduduk&iPKJ adalah
dimaksudkan sebagai landasan hukum yang kuat bagiegintah dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat untn&laksanakan upaya
dalampemberdayaan konsumen melalui pembinaan dawdlidiean konsumen.
UUPK merupakan "payung” yang mengintegrasikan damperkuat penegakan
hukum perlindungan konsumen. Penjelasan UUPK jugamimerikan dasar
terbukanya kemungkinan pembentukan undang-undamngyaag bermaksud untuk

melindungi konsumen.

26 http://www.id.wikipedia.org/ Diakses tanggal 20 Mei 2011
27 Az. Nasutin (a)pp. cit, hal. 11
28 |ndonesia (a)op. cit, Pasal 1 angka 1
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23 Asasdan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesiaafgatl beberapa asas
dan tujuan guna memberikan arahan dalam implenmepéadi segala aspek. Dengan
adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlirstukgnsumen memiliki dasar

pijakan yang kuat.

2.3.1. AsasPerlindungan Konsumen

Dalam setiap undang-undang yang dibuat pembentudtangiundang,
biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yanglasari diterbitkannya undang-
undang itu. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatng-undang dan peraturan
pelaksanaannya. Bila asas-asas dikesampingkan, mak#lah bangunan undang-
undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya.

Dalam penjelasan Pasal 2 UUPK dijelaskan bahwangerigan konsumen
diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasatkan)masas yang relevan dalam
pembangunan nasional, yaitu:

a. Asas manfaat
Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwalssagasaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus mewmbemanfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku seahea keseluruhan.

b.  Asas keadilan
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakgpat diwujudkan secara
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsdarerpelaku usaha
untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajasecara adil.

c. Asas keseimbangan
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbarmaara kepentingan

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam atérihataupun spiritual.
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d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan akaamanan dan
keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, giamdin pemanfaatan
barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

e. Asas kepastian hukum
Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha malmnsumen menaati
hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggamenindungan
konsumen, serta negara menjamin kepastian httkum

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersekatdjperhatikan substansinya,

maka dapat dibagi menjadi tiga asas, yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asasi&ean dan keselamatan
konsumen;

2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas kedsaiigan; dan

3. Asas kepastian hukuth

2.3.2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Konsumen merupakan pihak yang sangat rentan tgvhaéalaku yang
merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehirigmsumen perlu mendapat
perlindungan. Dengan adanya perlindungan konsumeka ndiharapkan tindakan
sewenang-wenang pelaku usaha yang merugikan konstepat ditiadakan. Adapun
tujuan yang ingin dicapai dari perlindungan konsaptemuat dalam Pasal 3 UUPK,
yang menyatakan bahwa:

"Perlindungan konsumen bertujuan:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandk@mmsumen
untuk melindungi diri;

% |ndonesia (a)op. cit, Pasal 2.

30 Ahmadi Miru dan Sutarman yuddilukum Perlindungan konsumeiJakarta : PT.
Rajagrafindo Persada,2000), hal.26.
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b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian pa@matau jasa,

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilgmemukan,
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. Menciptakan sistem perlindungan yang mengandungirukepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untekdapatkan
informasi;

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai peyding
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yangr juan
bertanggung jawab dalam berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang jamem
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasaeh&tan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kondtimen

24  Berbaga Pengertian Dasar dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Hukum Perlindungan Konsumen yang diatur Uliétdapat beberapa
pengertian dasar antara lain pengertian konsumelaky usaha, dan pengertian
mengenai barang dan jasa. Berikut akan dijabarlkém gersatu pengertian yang

terdapat dalam hukum perlindungan konsumen.

24.1. Konsumen

Konsumen merupakan pihak yang memiliki perananipgrdalam transaksi
penjualan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha daleiakukan produksi,
pendistribusian maupun pemasaran suatu produk dpafan/atau jasa, mempunyai
suatu sasaran yaitu agar dapat menarik pihak kegrsgupaya mau membeli produk

Yang ditawarkannya. Konsumen adalah pembeiig ypotensial dari suatu produk

3! ndonesia (a)op. cit, Pasal 3.
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dan/atau jasa yang ditawarkan untuk dijual. Koreurdibagi menjadi dua jenis

yaitu :

a. Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk kepechmersial

b. Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk kepedui sendiri/keluarga
dan nonkomersi&.

Kalau diperhatikan dengan seksama, pengguna prdduing/jasa atau
konsumen sebagaimana rincian di atas, terlihat @ajemis konsumen sub (a)
menggunakan barang atau jasa untuk membugndydain (sebagai produsen)
atau menggunakan barang dan/atau jasa untukl gmbali (sebagai penyalur atau
pedagang). Sesungguhnya mereka termasuk kalandakupesaha juga, karena
barang atau jasa yang mereka peroleh ditujukankumembuat barang/jasa lain
dan/atau untuk diperdagangkan (komersial). Merekanendapatkan barang-barang
atau jasa-jasa keperluan usahanya dari “pasartnidusdustrial markek.

Konsumen jenis sub (a) ini disebut dengan bebeisfah, antara lain
“derived buyer”, “derived consumer,” “consumer ofidustrial market,” atau
“intermediate consumet®. Selanjutnya, konsumen jenis sub (b), menggunakan
barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupeydiri, keluarga atau rumah
tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kemhgligh nonkomersial). Mereka
ini dikenal sebagai “ultimate consumer,” “final cumer,” atau “end user” atau
konsumen akhff.

Berkaitan dengan pembagian tersebut, dalam bukuéwzya\Jasution, SH juga
mengemukakan itu beberapa batasan mengenai konsyaiten

a. Konsumen dalam arti umum adalah setiap orang yasgdapatkan barang

atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;

32 Az. Nasution (b)op. cit, hal. 6
33 bid., hal. 19.
34, .

Ibid., hal. 20.
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b. Konsumen-antara adalah setiap orang yang mendapadékang dan/atau jasa
untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jaga &tau untuk
diperdagangkan (tujuan komersial);

c. Konsumen-akhir adalah setiap orang alami yang npatkdan dan
menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan mdrndebutuhan
hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga tdak untuk
diperdagangkan kembali (nonkomerstal)

Unsur memperoleh/mendapatkan digunakan dalam Ipatasia karena
perolehan barang atau jasa itu oleh konsumen sdgk karena hubungan hukum
jual-beli, sewa menyewa, pinjam-pakai, jasa angkperbankan, konstruksi asuransi
dan sebagainya, tetapi dapat juga pemberian surabangadiah-hadiah baik
berkaitan dengan hubungan komersial (pemasaramogiobarang/jasa tertentu)
maupun dalam hubungan lain-lainfYa

UUPK juga memberikan pengertian mengenai konsurabamdPasal 1 angka
2, yang merumuskan bahwa konsumen adalah setiag peanakai barang dan/atau
jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik baginkegen diri sendiri, keluarga,
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidakukntiiperdagangkan. Apabila
dikaitkan dengan batasan konsumen yang disebutketas] maka dapat
diketahui, bahwa UUPK memberikan definisi mengepangertian konsumen,
mencangkup batasan konsumen sebagai konsumen akhir.

Dalam kedudukan sebagai konsumen aritdeamediate consumeryang
bersangkutan tidak dapat menuntut pelaku usahasemichn undang-undang ini, lain
halnya apabila seorang pemenang undian atau hsejienti nasabah Bank, walaupun
setelah menerima hadiah undian kemudian yang lgkstm menjual kembali

hadiah tersebut, kedudukannya tetap sebagai kamsakhir énd consumg@r karena

35 Az. Nasution (a)pp. cit, hal. 29.
% bid., hal. 8.
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perbuatan menjual yang dilakukannya bukanlah dalkedudukan sebagai
professional sellerla tidak dapat dituntut sebagai pelaku usaha ménurdang-
undang ini, sebaliknya ia dapat menuntut pelakinadala hadiah yang diperoleh
ternyata mengandung suatu cacat yang merugikanyzgi

Pengertian konsumen dalam UUPK di atas lebih lués dibandingkan
dengan 2 (dua) rancangan undang-undang perlindukgasumen lainnya, yaitu
pertama dalam Rancangan Undang-Undang Perlinduigaomen yang diajukan
oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang memnbahwa:

‘Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yangediarsdalam

masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau degfanya atau orang lain

yang tidak untuk diperdagangkan kemb&li”

Sedangkan yang kedua, dalam naskah final Rancafkaemik Undang-
Undang tentang Perlindungan Konsumen yang disudeh &akultas Hukum
Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badaelif@m dan Pengembangan
Perdagangan Departemen Perdagangan RI meneriiakaa, konsumen adalah
setiap orang atau keluarga yang mendapatkan bargog dipakai dan tidak untuk
diperdagangkan. Konsumen sebagai pemakai atau peadgarang dan/atau jasa
tidak hanya pribadi kodrati (perorangan) melainfaga pribadi hukum. Badan
hukum atau suatu perusahaan juga dapat menjadiukams apabila dalam
kegiatannya, perusahaan tersebut menggunakan ataakai suatu barang atau jasa
yang diperolehnya dari pelaku usaha lainnya untijikah nonkomersial atau tidak

untuk diperdagangkan kembali.

37 Ahmadi Miru dan Sutamamp.cit, hal.7-8

38 Ibid, hal.5, mengutip dari Yayasan Lembaga Konsumierlindungan Konsumen
Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang RagaranUndang-Undang Perlindungan
Konsumen(Jakarta:Yayasan Lembaga Konsumen,1981), hal.2.
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24.2. Pelaku Usaha

Pada umumnya dalam kegiatan pengadaan barangetgelgnggaraan jasa,
terdapat pihak yang berlaku sebagai:

a. Penyedia dana untuk keperluan para penyedia batangasa (investor);
b. Penghasil atau pembuat barang/jasa (produsen);
c. Penyalur barang atau jasa (distributdr)

Pembagian tersebut juga sejalan dengan pengelompokitng dilakukan
oleh lkatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEl) meagé&alangan pelaku ekonomi
yang terdiri dari:

a. Investor vyaitu pelaku usaha penyedia dana untuk bissm berbagai
kepentingan;

b. Produsen yaitu pelaku usaha yang membuat, memmobtdakang dan/atau jasa
lain (bahan baku, bahan tambahan/bahan penolongaden-bahan lainnya);

c. Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikdau memperdagangkan
barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat.

Menurut Pasal 1 butir 3 UUPK dan Pasal 1 butir rdenperindag Nomor
350/MPP/Kep/12/2001 pelaku usaha adalah:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, bai lyerbentuk badan

hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dakedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Répuidonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian elenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan Pasaltih 3 UUPK ini,
mempunyai cakupan yang luas karena meliputi pegjueir, leveransir sampai pada
pengecer. Namun dalam pengertian pelaku usahabtgrsedaklah mencangkup
eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karéldPK membatasi orang

perseorangan atau badan usaha, baik yang bekbbatlan hukum maupun bukan

39 Az. Nasution (b)op. cit, hal. 18-19
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badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atalakmkan kegiatan dalam
wilayah hukum Negara Republik IndondSia
Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersekam memudahkan

konsumen korban menuntut ganti kerugian. Konsumangydirugikan akibat

penggunaan produk, tidak kesulitan dalam menemibkaada siapa tuntutan akan
diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugatiaPasuransi parkir ini maka
yang dapat dikategorikan sebagai konsumen adafabaserang yang menggunakan
area parkir untuk menitipkan kendaraannya, sedangk#aku usaha di sini adalah
pihak pengelola parkir yaitu pihak yang memilikindemengelola area perparkiran

tersebut.
25 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

25.1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Setiap perbuatan hukum sudah tentu menimbulkandaakkewajiban bagi
setiap pihak yang berkaitan dengan perbuatan hukusebut. Begitu pula dengan
perbuatan hukum yang dilakukan antara pelaku usidra konsumen. Dalam
perlindungan konsumen dikenal hak-hak konsumenraegaiversal yang harus
dilindungi dan dihormati, yaitu :
1. Hak keamanan dan keselamatan;
Hak atas informasi;
Hak untuk memilih;

Hak untuk didengar;

a & w0

Hak atas lingkungan hid{ip
Selain itu, dalam perkembangannya, organisasi-tggsinkonsumen yang

tergabung dalanThe International Organization of Consumersidgn(IOCU)

“0 Ahmadi Miru dan Sutarman Yudop. cit, hal. 9.

1 Susanti Adi NugrohoProses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau lakum Acara
Serta Kendala Implementasinydakarta : Kencana, 2008), hal. 67-68.
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menambahkan beberapa hak, seperti:

1.

2
3.
4

Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;

Hak mendapatkan ganti kerugian;

Hak mendapatkan pendidikan konsumen;

Hak mendapatkan lingkungan hidup yang bersih daaf$e

UUPK sebagai “payung hukum” dan bentuk perlindungayata bagi

konsumen di Indonesia, tentunya juga mengatur ereighak dan kewajiban yang

ditujukan bagi konsumen itu sendiri. Hak-hak konsamsecara khusus diatur dalam

Pasal 4 UUPK yang dirumuskan sebagai berikut :

a.

Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan aeagkonsumsi barang
dan/atau jasa;

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mexikiap barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisa gaminan yang dijanjikan;

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur reaagkondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya ateandaslan/atau jasa yang
digunakan;

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dagaipenyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikarukoas;

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benan gujur serta tidak

diskriminatif;

. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dam/aenggantian, apabila

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuajatemperjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;
Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan plmm-undangan lainn§a

42 Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan

Perkembangan PemikiraiBandung : Nusa Media,2008), Cet. 1, hal. 3, mépglari Husni Syawali
dan Neni Sri Imaniyati, Edjukum Perlindungan KonsumeiBandung : Mandar Maju, 2000), hal. 39.

*3|ndonesia (a)op. cit, Pasal 4.
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Konsumen juga memiliki sejumlah kewajiban yang badiperhatikan agar

selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi ekom@n hubungan dagang. Dalam

UUPK kewajiban konsumen dirumuskan dalam Pasgdify:

a.

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan plosepemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamandeskelamatan.

Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembébarang dan/atau jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa penigdn konsumen secara

patuf.

2.5.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha, sebagaimana juga konsumen, juga mgaiphak dan

kewajiban untuk menciptakan kenyamanan dalam bleaudan untuk menciptakan

kenyamanan dalam berusaha dan untuk menciptakanhpblungan yang seimbang

antara pelaku usaha dan konsumen. Hak Pelaku Wsalgadirumuskan dalam Pasal
6 UUPK, yaitu:

i

Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengsepdieatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yapgrdagangkan;

Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kadakonsumen beritikad

tidak baik;

Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya thndgpenyelesaian hukum
sengketa konsumen;

Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukttasa hukum bahwa kerugian
kosnumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atauyasg diperdagangkan;

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan plnm-undangan lainn{a

4% bid., Pasal 5.
**|bid., Pasal 6.
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Sementara itu Pasal 7 UUPK mengatur tentang kearajgelaku usaha 7,

yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujungemai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan yeaeyy perbaikan dan
pemeliharaan;

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara bemarjgur serta tidak
diskriminatif;

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diggsidian/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu bararigtdanasa yang berlaku;

5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk medgufiatau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta member jandizafatau garansi atas barang
yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6. Memberi kompensasi, ganti tugi dan/atau penggansitas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang alanjasa yang
diperdagangkan;

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggard@abila barang dan/atau

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesrjah perjanijia.
Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekamkeda pelaku usaha,

karena meliputi semua tahapan dalam melakukan teegiasahanya, sehingga

diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk edtibaik dimulai sejak barang

dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna pmuaebaliknya konsumen

hanya diwajibkan Dberitikad baik dalam melakukanndeksi pembelian barang

dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan kakenaingkinan terjadinya kerugian

bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/dyksidoleh produsen (pelaku

usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan w#pat merugikan produsen

mulai pada saat melakukan transaksi dengan protusen

“°|bid., Pasal 7.
47 Ahmadi Miru dan Sutarman Yudop. cit, hal. 54.
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26  Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan salah sanag@ahan penting
dalam hal tindakan yang dilakukan pelaku usahadiark dengan barang dan/atau
jasa yang digunakan atau dikonsumsi oleh konsumensabgkutan telah
menimbulkan kerugian. Mengenai hal tersebut, teatiégori yang mengemukakan
mengenai ruang lingkup tanggung jawab pelaku ugahg menjadi dasar tuntutan
ganti kerugian oleh konsumen yang dikenalagab tanggung jawab produk atau
product liability. Tanggung jawab produk dimaksudkan untuk mendukung
perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen teauthak atas keselamatan,
kenyamanan, kesehatan dan hak untuk mendapat lgangian. Tanggung jawab
produk merupakan suatu dasar pertanggungjawaban degmat dibebankan kepada
pelaku usaha dengan disertai pengajuan tuntutain k@migian yang didasari oleh
tuntutan karena kelalaiamédgligencg tuntutan karena wanprestasi/ingkar janji
(breach of warranty, atau tuntutan berdasarkan teori tanggung jawatbakn (strict
product liability). Sebagaimana, yang didefinisikan dalam Black’sv LRictionary
yang disusun oleh Bryan A. Garner bahwa :

“Product liability is a manufacturer’s or seller’sit liability for any damages

or injuries suffered by a buyer, user, or bystanae®l result of a

devective product. Product liability can be basedeotheory of negligence,

stict liability or breach of warranty®.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas ddipatik kesimpularproduct
liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum darhpsihgoroduk atau dari
orang atau badan yang bergerak di bidang pemrogesduk atau yang menjual atau
mendistribusikan produk tersebut sebagai akibdtpiarggunaan produk cacat oleh
pengguna atau konsumen yang mengakibatkan kerbgiknkerugian harta benda,

badaniah, ataupun kematfan

8 Renta Sylvana Eleonorap. cit, hal. 48, mengutip dari Bryan A. Garner, ed.,cRla Law
Dictionary, (St.Paul, Minnesota: West Publishing99), hal. 1225.

“%bid., hal. 49
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Ada pula definisi lain tentang product liabilityiyu suatu konsepsi hukum
yang intinya dimaksudkan untuk memberikan ipdungan kepada konsumen
yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari befiaik membuktikan bahwa
kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalansgrgroduksi dan sekaligus
melahirkan tanggung jawab produsen untuk membegtearti rugr’.

Gugatan konsumen berdasarkeiaduct liability dapat dilakukan berdasarkan
tigpa dasar tanggung jawab vyaitu: (1) tanggung jawdlerdasarkan
kelalaian/kesalahannégligencg (2) tanggung jawab berdasarkan wanprestasi
(breach of warranty (3) tanggung jawab mutlaktfict product liability).

2.6.1. Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian / Kesalahan

Menurut prinsip ini seseorang baru dapat dimirgetgmggung jawabannya
secara hukum apabila telah terbukti ada unsur &lesalyang dilakukannya. Prinsip
ini juga diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaragdnya dikenal sebagai pasal
tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan meléwiamm ini mengharuskan

terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok yaitu:

4 Adanya perbuatan;

2 Adanya unsur kesalahan;

3. Adanya kerugian yang diderita;

4 Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dagi&et.

Kemudian,hegligenceyang biasa diartikan dengan kelalaian atau kuratig h
hati atau kurang cermat ini terjadi apabila suaulgku tidak sesuai dengan standar
kelakuan yang ditetapkan dalam undang-undang deemniingungan anggota

masyarakat terhadamreasonable riskDengan demikian tampak bahwegligence

50N.H.T.SiahaanHukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggawab Produk,
(Jakarta:pantarei,2005), hal. 16.
*! pian Rizky Amelia Bakara, “Aspek Hukum Perlindungdonsumen Dalam Pembelian

Unit Apartemen (Studi Kasus Apartemen Sudirman ParSkripsi Sarjana Hukum Universitas
Indonesia, Depok, 2009), hal. 28
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dapat pula digolongkan sebagai perbuatan melaryg@m ¢ort)°>.

2.6.2. Tanggung Jawab Berdasar kan Wanpr estas

Di samping mengajukan gugatan berdasarkan ketdk@isalahan pelaku
usaha, ajaran hukum memperkenalkan pula konsumegajukan gugatan berdasar
pada wanprestasbieach of warranty Tanggung Jawab pelaku usaha yang dikenal
dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasat&atrak ¢ontractual
liability ).

Gugatan yang didasarkan pastaach of warrantydapat diterima, walaupun
tanpa hubungan kontrak, dengan pertimbangan balagandpraktek perdagangan
yang modern, proses distribusi dan iklannya ditajulangsung kepada masyarakat
(konsumen) melalui media massa serta pemasandeat. dengan demikian, tidak
perlu ada hubungan kontrak sebagai tanda terikatrarey secara hukufh

2.6.3. Tanggung Jawab M utlak

Tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung awang menetapkan
kesalahan tidak sebagai faktor yang menentiuk&engan diterapkannya tanggung
jawab mutlak itu, produsen telah dianggap bersalals terjadinya kerugian pada

konsumen akibat ada produk cacat bersangk({itarggung jawab tanpa kesalahan,

°2 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodap.cit., him. 147, mengutip dari Agnes M.
Toar, Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannydeterapa Negara,
(makalah, Dewan Kerja Sama limu Hukum Belanda denlgalonesia-Proyek Hukum
Perdata, Ujung Pandang, 1989), him. 6-7.

Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen KemumagkiRenerapan Tanggungjawab

Mutlak, Cet.1, (Jakarta :Program Pascasarjana taktukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 71,
mengutip dari Etsuko Fujimot®roduct Liability, hal. 9.

>* Ahmadi Miru dan Sutarman Yodop. cit.,hal. 148, mengutip dari Agnes M. Toap. cit.,
hal. 21.

® | aksmi Dian H., “Perlindungan Konsumen terhadap kféla Niaga Negatif yang
Dilakukan oleh Pelaku Usaha (Studi Kasus: Cara M#nBarang dengan Memberi Hadiah secara
Cuma-Cuma dan “Pemaksaan Psikis” yang Dilakukah BIE. Aowa Nusalestari di Jakarta), (Skripsi
Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008)). 28, mengutip dari Ahmadi Miru dan
Sutarman YodoHukum Perlindungan Konsumédakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), him. 35.
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“liability without fault”), kecuali apabila ia dapanembuktikan sebaliknya bahwa
kerugian itu bukan disebabkan produsen sehinggak tidapat dipersalahkan
padany2’.

Tujuan utama dari penerapan tanggung jawab matlakah untuk menjamin
agar konsekuensi atau akibat hukum dari suatu ugroghng mengakibatkan
kerugianbagi konsumen dibebankan pada orang athek pyang mempunyai
tanggung jawab moral untuk menanggung kerugiaebers.

2.6.4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha M enurut Undang-Undang No. 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tanggung Jawab Pelaku Usaha menurut UU No. 8 TdlRe9 tentang
Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 19diamguskan sebagai berikut :

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan gantiatag kerusakan
pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mesghkwsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ddpmaupa
pengembalian uang atau penggantian barang darjégauyang sejenis
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatanatdanfpemberian
santunan yang sesuai dengan ketentuan perundaaggard yang
berlaku;

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggariguwa (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi;

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada(hyalan ayat (2)
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutamaideerdasarkan

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur &bsal,

°6 A7, Nasution (b)op. cit, hal. 174.
" Susanti Adi Nugrohap. cit, hal. 307.
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(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) @ar{ytidak berlaku
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesaldersebut
merupakan kesalahan konsumen
Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapatatiki bahwa tanggung
jawab pelaku usaha meliputi:
a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konstfine

Ketentuan Pasal 19 kemudian dikembangkan pada Pasaing menyatakan:
“Pelaku usaha yang menolak dan/atau member tanggédatau tidak memenuhi
ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagairdenaksud dalam Pasal 19 ayat (1),
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digugat melBadan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) atau mengajukan gugatan ke badaadimen di tempat
kedudukan konsumen.”

Selanjutnya, ketentuan yang berkaitan dengan RP&s&lUPK adalah Pasal

28 UUPK yang berbunyi sebagai berikut: “Pembuktierhadap ada tidak adanya
kesalahan dalam gugatan ganti kerugian sebagaidiaraksud pada Pasal 19, Pasal
22 dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jeelaku usaha.” Oleh karena
itu, dalam UUPK dikenal sistem pembuktian terbalik

Berhasil tidaknya pelaku usaha membuktikan berdadiaknya atas kerugian

konsumen sangat menentukan bebas tidaknya peladoa udari gugatan untuk
membayar ganti kerugian terhadap konsumen. Beidasarinsip tersebut, kedua
belah pihak terlindungi, karena prinsip tersebutminerikan beban kepada masing-
masing pihak secara proporsional, yaitu konsumemydamembuktikan adanya
kerugian yang dialami karena/akibat mengkonsunmilydk tertentu yang diperoleh

dan/atau berasal dari pihak produsen, sedangkgehdiuktian tentang ada tidaknya

°8 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodop. cit.,hal. 26.
*9susanti Adi Nugrohogp. cit, hal. 309-310.
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kesalahan pihak pelaku usaha yang menyebabkani&eriégnsumen dibebankan
kepada pelaku usatfa
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK tersebut melekip usaha wajib

untuk menjalankan asuransi parkir, agar memenuhggiang jawabnya kepada
konsumen. Pelaku usaha wajib untuk mengganti aasséikan atau kerugian
konsumen yang terjadi pada area parkir. Untuk miexgini kerugian pada pihak
pelaku usaha, maka memang asuransi parkir adalah yang tepat untuk
mengalihkan risiko dari pelaku usaha tetapi tetamberikan perlindungan secara

utuh kepada konsumen.

2.7 Barangdan Jasa

Barang dan jasa merupakan inti dari suatu transké@iomi. Tanpa adanya
transaksi barang dan/atau jasa maka tidak timbbumgan antara konsumen dan
pelaku usaha. Menurut Pasal 1 angka 4 UUPK vyatitanggadalah setiap benda baik
berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupdak bergerak, dapat
dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang tdapéuk diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh kmest?.

Pengertian barang dalam UUPK tersebut sangat deasigga dari sudut
perlindungan konsumen menguntungkan konsumen. palgku usaha pengertian
tersebut merugikan, terutama pelaku usaha dari pasianian primer dan hasil
perburuan yang umumnya tidak melibatkan pelaku aissdcara langsung dalam
menentukan kualitas barang.

Jasa menurut Pasal 1 angka 5 UUPK adalah setapda yang berbentuk
pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi nastauntuk dimanfaatkan oleh
konsumeff. Dalam hukum perlindungan konsumen terkadang mevaign istilah

produk, yang meliputi barang dan/atau jasa.

®0 Ahamadi Miru dan Sutarman Yodaop. cit, hal. 169.
®1|ndonesia (a)op. cit.,Pasal 1 angka 4.
62Ibid., Pasal 1 angka 5.

Universitas Indonesia

Studi tentang ..., Dwi Hastuti A., FH Ul, 2011



32

2.8  Bentuk Pelanggaran Hak Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk mengartgk&at hidup dan
martabat konsumen yaitu dengan cara menghindaraasuknen dari ekses negatif
pemakaian barang/jasa. Oleh karena itu terdapagréyed bentuk perbuatan yang

dilarang oleh UUPK agar tidak melanggar hak-hakskomen.

2.8.1 Perbuatan yang Dilarang
Di dalam UUPK terdapat beberapa pasal yang mengamtang perbuatan
yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Perbugaag dilarang dilakukan oleh
pelaku usaha, antara lain :
1. Dalam Pasal 8 ayat 1 UUPK guna melindungi kepeatingpnsumen. Pelaku
usaha dilarang memperdagangkan barang dan jasa yang

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standa@y digersyaratkan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atdto,ndan jumlah
dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalaeh ¢ésau etiket
barang tersebut;

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbanganjufatah dalam
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewatano kemanjuran
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket ataerdm@jan barang
dan/atau jasa tersebut;

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisisgggengolahan,
gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimayetakan dalam
label atau keterangan barang dan/atau jasa teysebut

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalamel]laletiket,
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang/atlan jasa
tersebut;

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau janglektu

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas btedaagtu;
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h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara hatabagaimana
pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label,

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan bgesggmemuat
nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netimpksisi, aturan
pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, namaldaat pelaku
usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yangrot ketentuan
harus dipasang/dibuat;

J. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk gengan barang
dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuamlpagiundangan
yang berlaktf’.

Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan baengrysak, cacat atau
bekas, tercemar tanpa memberikan informasi seeagkap dan benar atas barang
dimaksud®. Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan peasethrmasi dan
pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercempa tmemberikan informasi
secara lengkap dan befrarJika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hetse
barang dan/atau jasa tersebut wajib ditarik dareqeraf®. Pelaku usaha juga
dilarang, dalam menawarkan barang dan/atau jasdakak@an dengan cara
pemaksaan atau cara lain yang bisa menimbulkarggangoaik fisik maupun psikis
terhadap konsuméh

2. Dalam Pasal 9 UUPK, dijelaskan bahwa pelaku usdheadg menawarkan,
mempromosikan, atau mengiklankan secara tidak baeatah produk

barang/jasaitu :

63Ibid., Pasal 8 ayat 1.
64Ibid., Pasal 8 ayat 2.
65Ibid., Pasal 8 ayat 3.
66Ibid., Pasal 8 ayat 4.
%7 Ibid., Pasal 15.
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Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memilikbrg@an harga,
harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau ntedentu,

karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;

Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkaataarmemiliki

sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, kegatutertentu, cirri-
ciri kerja atau aksesori tertentu,

Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusafasma mempunyai
sponsor, persetujuan atau afiliasi;

Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;

Barang tersebut merupakan kelengkapan dari baestemtu;

Barang tersebut berasal dari daerah tertentu,

Secara langsung atau tidak langsung merendahkamdatan/atau
jasa lain;

Menggunakan Kkata-kata yang berlebihan, seperti antatak

berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sayapintanpa
keterangan yang lengkap;

Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang tpelsti®,

yang melanggar ketentuan tersebut dilarang untuknpgkan kegiatan penawaran,

promosi dan pengiklan&h

3. Berdasarkan Pasal 10 UUPK, pelaku usaha dilarangrawsarkan,

mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataag tidak benar

dan menyesatkan mengenai :

a.
b.

Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

®8 |bid., Pasal 9.
%9 |bid., Pasal 9 ayat (2) dan (3).
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c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugs auatu barang
dan/atau jasa;

d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yaagyalikan;

e. Bahaya penggunaan barang dan/atadjasa

4. Dalam Pasal 11 UUPK dijelaskan bahwa pelaku us#bheadg mengelabui
atau menyesatkan konsumen dalam hal penjualandjkykan dengan cara
obral atau lelang, dengan :

a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolahedédn memenuhi
standar mutu tertentu;

b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolbh-oldak
mengandung cacat tersembunyi;

c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkaglainkan
dengan maksud untuk menjual barang lain;

d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu aan/jumlah
yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;

e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentw @aéam jumlah
cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;

f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasalw®bmelakukan
obral™.,

5. Dalam Pasal 13 ayat (1) UUPK disebutkan bahwa pelsaha dilarang
menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan f#afing dan/atau jasa
dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berumafatan/atau jasa lain
secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikaastayamemberikan
tidak sebagaimana yang dijanjikdn Pelaku usaha juga dilarang
menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan ofiadt tradisional,

suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa patakasehatan dengan cara

O\bid., Pasal 10.
pid., Pasal 11.
2\pid., Pasal 13
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menjanjikan pemberian hadiah berupa barang darjagauairi®.

6. Berdasarkan Pasal 14 UUPK, pelaku usaha dalam naekamw barang
dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagamgdengan memberikan
hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas uwvaking
dijanjikan;

b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;

c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjik

d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilaiiahad/ang
dijanjikan’.

7. Dalam Pasal 16 UUPK diatur ketentuan bahwa pelakaha dalam
menawarkan barang/jasa melalui pesanan dilarantgy unt

a. Tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu Ipsaig@ sesuai
dengan yang dijanjikan;

b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan ataugsies

2.8.2. Ketentuan Klausula Baku

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketertaarsyarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu sesapéhak oleh pelaku usaha yang
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanj@rg mengikat dan wajib
dipenuhi oleh konsuméh

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka UUPK menidatisula baku pada
Pasal 18 ayat (1) yaitu pelaku usaha dalam menawarkrang dan/atau jasa yang
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuati ateencantumkan klausula

baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabil

3bid., Pasal 13 ayat (2).
" bid., Pasal 14
> |bid., Pasal 16.
& Ibid., Pasal 1 angka 10.
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1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak mErameikembali barang
yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menotafepghan kembali uang
yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yanlj aliéte konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepadkipesaha baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk melakukanladgalakan sepihak
yang berkaitan dengan barang yang dibeli olrh ka@susecara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegundmmang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangifaaia jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjaékghgl beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan y@mga aturan baru,
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutag gidouat sepihak oleh
pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkayajagalibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepad&upekaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakganberhadap barang
yang dibeli oleh konsumen secara angsiran
Selain itu pelaku usaha dilarang mencantumkan klausaku yang letak atau
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibacacase jelas, atau yang
pengungkapannya sulit dimengétti

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan olebkpelisaha pada dokumen
atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaiaiameksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usedji menyesuaikan klausula

baku yang bertentangan dengan Undang-Undafty ini

" 1bid., Pasal 18.
8 Ibid., Pasal 18 ayat (2).
79Ibid., Pasal 18 ayat (3).
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2.9 Ketentuan Pidana yang Diatur Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Setelah berlakunya UUPK, perlakuan terhadap konsukwrban tindak
pidana di bidang perlindungan konsumen, telah larubaik dari segi peraturan
hukumnya sendiri, maupun praktik peradilan. Pene¢ampalalam sistem UUPK
menjamin kepentingan dan hak-hak serta kewajibdngéelah pihak, yaitu hak dan
kewajiban para pihak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK, pembeaati gugi kepada
konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh peladaha tidak menghapuskan
kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkanipeiab lebih lanjut mengenai
adanya unsur kesalahan. Demikian pula dijelaskdanmd#@asal 45 ayat 3 UUPK,
bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilark tirdanghilangkan tanggung
jawab pidana. Kemudian, Pasal 61 UUPK menyatakdiwaapenuntutan pidana
dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atawpesmya.

Instrumen hukum acara pidana dalam UUPK mengaimsiem beban
pembuktian terbalf. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2XUht#hwa
pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahamdeasus pidana dalam Pasal
19 ayat (4), Pasal 20, pasal 21 merupakan bebamadggung jawab pelaku usaha
tanpa menutup kemungkinan bagi Jaksa untuk melakpdmbuktian.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelsdinauditentukan dalam
Pasal 62 UUPK, yaitu:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagainmaa&sdd dalam Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 18| Paswyat (1) huruf a, huruf b,
huruf ¢, huruf e ayat (2) dan Pasal 18 dipidangyderpidana penjara paling lama
5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak ZRp00.000.000 (dua miliar
rupiah);

80Ahmadi Miru dan Sutarman Yudop. cit, hal 178.
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2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagainmanksdd dalam Pasal 11,
Pasal 12, Pasal 13 ayat(1), Pasal 14, Pasal 1@akal 17 ayat (1) huruf d dan
huruf f dipidana penjara dengan pidana penjarangdama 2 (dua) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (tatss juta);

3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka bsakit berat, cacat tetap
atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yarigkoe

Dari ketentuan Pasal 62, UUPK, dapat dikatakan bahlidak semua
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelaku usdhpat juga dikenakan sanksi
pidana, melainkan hanya terbatas pelanggaran pasal-yang tercantum dalam
pasal tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 63 UUPK, dijelaskan l&mfut mengenai hukuman
tambahan dari sanksi pidana dalam pasal 62, sebaglait:

Perampasan barang tertentu;

Pengumuman Keputusan hakim;

Pembayaran ganti rugi;

e o T p

Perintah penghentian kegiatan tertentu yang meiyaipatimbulnya kerugian
konsumen;

e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau

f.  Pencabutan izin usaha.

Dari ketentuan Pasal 63 huruf ¢ UUPK, dapat disikgnubahwa dalam hal
perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK tetemgubah paradigma lama
yang kurang berorientasi pada kepentingan/hak koesudengan menetapkan
hukuman tambahan berupa pembayaran ganti kerugsanging sanksi pidana. Hal
ini berarti penuntut umum ketika mengajukan tunmtypégdana di persidangan dapat
mengajukan tuntutan tambahan berupa pembayaran lgangian, tanpa diajukan
tuntutan atau gugatan ganti kerugian oleh sak&idkoatau pihak ketiga lainnya yang
dirugikan akibat tindak pidana di bidang perlindangkonsumen. Hakim yang
mengadili tidak terpaku pada Pasal 99 ayat (2) KBHfang menentukan bahwa
tuntutan ganti kerugian yang dikabulkan terbatatagaenggantian biaya yang telah
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dikeluarkan oleh pihak ketiga (termasuk saksi koybang dirugikan. Sikap seperti

ini tidaklah melanggar hukum acara pidana.

2.10. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalalp getraelisihan antara
konsumen dan penyedia produk konsumen (barang jatau konsumen) dalam
hubungan hukum satu sama lain, mengenai produkukoeis tertentu. Obyek
sengketa konsumen dibatasi hanya menyangkut prkolosumen yaitu barang atau
jasa konsumen yang pada umumnya digunakan untulerlkep memenuhi
kebutuhan konsumen pribadi, keluarga atau rumadgtarya dan tidak untuk tujuan
komersiaf”.

UUPK membagi penyelesaian sengketa konsumen metjadvagian:

2.10.1 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

2.10.1.1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai, Oleh Para Pihak (Konsumen
Dan Pelaku Usaha)

Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa secaraaidyaitu
penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah gilaékdengan atau tanpa bantuan
dari pihak ketiga, untuk mencapai suatu kesepakagtag menguntungkan dan tanpa
ada yang merasa dirugikan dengan adanya kesepdkatabut. Artinya dalam hal
ini para pihak yaitu konsumen dan pelaku usahatdapayelesaikan sengketa yang
ada di antara mereka dengan hanya melibatkan kamsudan pelaku usaha
bersangkutan atau dengan bantuan pihak Kétiga

Apabila dilakukan dengan bantuan pihak ketiga, md#tpat dibantu oleh
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarak@®K3M) misalnya

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Dateaiini YLKI dapat menjadi

81 Az Nasution (b)pp. cit, hal. 178.
82 pz. Nasutin (a)pp. cit, hal 233.
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fasilitator untuk menengahi kedua belah pihak daemirerikan nasehat guna
mencapai kesepakatan yang menguntungkan baik magiuknen maupun pelaku
usaha tersebut.

2.10.1.2. Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK

Untuk mengatasi liku-liku proses pengadilan yaagd dan formal, UUPK
memberikan jalan alternatif dengan menyediakan @esgian sengketa di luar
pengadilan, yaitu di BPSK. Pasal 1 butir 11 UUPKmberikan penjelasan bahwa
BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan lesayan sengketa antara
pelaku usaha dan konsumen. Keberadaan BPSK dapajadnebagian dari
pemerataan keadilan terutama bagi konsumen yangsmelirugikan oleh pelaku
usaha/produsen, karena sengketa di antara konsdarerpelaku usaha/produsen,
biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkimngagikan sengketanya di
pengadilan karena tidak sebanding antara biaysapertengan besarnya kerugian
yang akan dituntft.

Dasar hukum pembentukkan BPSK adalah Pasal 49BydtJPK jo. Pasal 2
Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang merkegasahwa di setiap kota
atau kabupaten harus terdapat BPSK yang bertugak orembantu menyelesaikan
sengketa konsumen.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapanhplite melalui BPSK yang
tugas dan wewenangnya meliputi antara lain: petae@a penanganan dan
penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara meielliasi atau arbitrase atau
konsiliasi. Selain sebagai media penyelesaian stagkadan ini juga dapat
menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usghaag melanggar larangan-
larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku usaha.

Tugas dan wewenang BPSK secara menyeluruh dialamdPasal 52 UUPK
jo. Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001tateq Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumaer, yait

835usanti Adi Nugrohogp. cit, hal. 74, mengutip dari Sidharte. cit, hal. 16.
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a. Melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen, deraganmelalui mediasi
atau arbitrase atau konsiliasi;

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klanaskie

d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadapgfaran ketentuan dalam
undang-undang ini;

e. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketanperigan konsumen,;

f. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak lisrtdari konsumen tentang
terjadnya pelanggaran terhadap konsumen;

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakyt@anggaran terhadap
perlindungan konsumen;

h. Memanggil, menghadirkan saksi, saksi ahli dan/attiap orang yang dianggap
mengetahui pelanggaran undang-undang ini;

I. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelakaha, saksi, saksi ahli
atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada hgiddn huruf h, yang tidak
bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaiaketarigpnsumen;

J.  Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, daku@tau alat bukti lain guna
penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanygi&erdi pihak konsumen;

[.  Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yangkuhkan pelanggaran
terhadap perlindungan konsumen;

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku agsamg melanggar ketentuan
undang-undang ini.

Selanjutnya, atas putusan BPSK berkaitan dengawefesaian sengketa
konsumen tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Wpelaksanaan putusan tersebut,
seperti yang tercantum dalam Pasal 57 UUPK, makashgilakukan permohonan
penetapan eksekusinya kepada pengadilan negerierdpat konsumen yang
dirugikan.

Mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakeh BPSK diatur dalam
Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UUPK yang menyatadkamva BPSK berhak
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menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelalkahasyang melanggar Pasal 19
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan R&9dUPK berupa penetapan ganti
rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus jupiah).

Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK diselernggaraemata-mata
untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk damiasganti kerugian dan/atau
mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidaknaterulang kembali kerugian
yang diderita oleh konsumen. Dalam upaya untuk ndamkan konsumen
menjangkau BPSK, maka dalam Keppres No. 90 Tah@i,20dak dicantumkan
pembatasan wilayah yuridiksi BPSK, sehingga konsundapat mengadukan

masalahnya pada BPSK mana saja yang dikehendakinya.

2.10.2 Penyelesaian Sengketa M elalui Pengadilan

Dalam hal penyelesaian sengketa yang berkaitanademgbungan konsumen
dengan pelaku usaha untuk menuntut penggantiangikerudilakukan melalui
Pengadilan, maka hukum acara yang digunakan addid#um Acara Perdata,
kecuali yang diatur secara khusus dalam UUPK seBasal 64. Berdasarkan hal
tersebut, maka beban pembuktian ada tidaknya kesalalalam kasus pidana
maupun gugatan ganti rugi terkait tanggung jawdbkpeusaha adalah merupakan
beban dan tanggung jawab pelaku usaha sesuaiZ2agah Pasal 28 UUPK.

Hal tersebut tentunya, akan menimbulkan kesulitegi konsumen itu sendiri,
mengingat konsumen merupakan pihak yang lemah. ilsppbnyelesaian sengketa
diajukan melalui pengadilan negeri, maka konsumehagai penggugat harus
mempersiapkan segala alat bukti yang menguntunig&gndirinya, berkaitan dengan
obyek gugatannya. Sedangkan, lazimnya, segalabakit yang berkaitan dengan
transaksi konsumen dipegang oleh pelaku usaha.

Akan tetapi, penyelesaian sengketa melalui petagadetap harus mengacu
pada ketentuan yang diatur dalam UUPK seperti yndapat dalam Pasal 48
UUPK, bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadddakukan dengan

menggunakan ketentuan Hukum Acara Peradilan Umungagtetetap melihat kepada
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ketentuan Pasal 45 UUPK. Penunjukan Pasal 45 daddrmi, lebih banyak tertuju
pada ketentuan bahwa penyelesaian sengketa konsmelefui pengadilan hanya
dimungkinkan apabila:
a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian seagkenhsumen di luar
pengadilan, atau
b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar péagadinyatakan tidak
berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para piaag bersengketa

Selain diihat dari kewajiban melakukan pembuktiang/dibebankan kepada
konsumen selaku penggugat, kekurangan penyelesaragketa konsumen melalui
pengadilan, dikarenakan oleh faktor yaitu:
a. Biaya perkara yang mahal;
b. Pengadilan pada umumnya tidak responsif;
c. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
d. Kemampuan para hakim yang bersifat genéralis

Sengketa yang muncul akibat kehilangan sebuah kasad&®ermotor di
area parkir seringkali lebih banyak diselesaikaale pengadilan, tetapi hal ini
bukanlah jalan terbaik karena seringkali juga mikarg pihak konsumen sendiri.
Terutama bila menyangkut lamanya proses pengatBl@ebut. Maka pada saat ini
pelaku usaha lebih memilih menggunakan asurandiirpagar apabila muncul
sengketa tidak perlu diselesaikan melalui pengadétapi bisa melaui jalan damai di
luar pengadilan tanpa membawa kerugian terhadafa hakayaan pelaku usaha

maupun konsumen.

84 Ahmadi Miru dan Sutarman Yudop. cit, hal. 234.

85Ibid., hal. 235, mengutip dari Yahya HarahBgpberapa Tinjauan Mengenai Sistem
Peradilan dan Penyelesaian Sengk@andung : Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 240-247
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BAB 3
TINJAUAN UMUM TERHADAP ASURANSI PARKIR

3.1. Tinjauan Umum Asuransi

3.1.1. Segarah Asurans

Kehidupan manusia di dunia ini bersifat tidak keksthu sementara.
Ketidakkekalan ini menyertai juga seluruh aktivi@su kegiatan yang dilakukan
oleh manusia, di mana tidak ada sesuatu hal yaoat déduga atau diramalkan lebih
dahulu secara tepat, dengan demikian tidak adaasesang pasti di dunia ini.
Ketidakpastian ini dapat berwujud dalam berbagaildedan peristiwa, misalnya :
bencana alam, kecelakaan, kebakaran yang biasaMja sihindari karena dapat
menimbulkan rasa tidak aman. Hal inilah yang bigaatisebut sebagai risiko. Pada
sisi yang lain, manusia sebagai mahluk ciptaan mufang tertinggi dan termulia
memiliki beberapa kelebihan bila dibandingkan dengehluk lainnya. Karena itu
dengan akal budi dan kelebihan-kelebihan lainnygetrit, manusia berusaha untuk
mengatasi perasaan tidak aman itu, sehingga sedfaakin dapat dihindari risiko-
risiko yang tidak diinginkan. Usaha dan upaya umhéaghindari dan melimpahkan
risikonya kepada pihak lain merupakan embrio atleal bakal dari asuransi.

Asuransi sebagai suatu lembaga maupun sebagai leegiitan di Indonesia
merupakan sesuatu yang relatif baru, karena asutarsendiri bukan sesuatu yang
“asli” berasal dari Indonesia. Asuransi masuk kdohesia bersama-sama dengan
datangnya orang asing yaitu bangsa Belanda. Sasaggini tidak ada satu buku pun
yang memuat mengenai dasar-dasar asuransi di Isidortk samping itu para ahli
hukum adat juga tidak pernah mengemukakan bahwaresisudah ada dan dikenal

dalam tata pergaulan masyarakat ada di Indoffesia

8 A.Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, (Jak8itear Grafika, 2011), hal.5.
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Secara formal masuknya asuransi dan lembaga asudiansionesia adalah
sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum DagaK{yHD) Belanda di
Indonesia pada tahun 1848. Berlakunya KUHDalB#a di Indonesia adalah atas
dasar asasonkordandl. Sedangkan secara singkat sejarah asuransi jiwa d
Indonesia dapat dicatat telah berlangsung sel&mang lebih satu setengah
abad, suatu usia yang relatif muda jika dibandingitangan cerita-cerita mengenai
cikal-bakal pertanggungan/asuransi atau yang sefoeyang ada di dunia ini.

Berdasarkan sejarah atau asal mula serta perkearbasgransi di atas, maka
dapat dilihat bahwa asuransi ini baik sebagai sleatbaga atau bukan merupakan
suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari kegfadumanusia di mana pun ia
berada, serta asuransi ini mempunyai kedudukan ysanggat penting untuk
menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa daredsean sehingga berjalan
dengan baik.

3.1.2. Definisi Asuransi

Istilah asuransi/pertanggungan ini, di dalam bah&sanda adalah
“verzekering”, sedangkan di dalam bahasa Inggris addladurance”. Mengenai
definisi asuransi/pertanggungan pada umumnya tetddgalam Pasal 246, yaitu:
Asuransi atau pertanggungaadalah suatu perjanjian dengan mana seseorang
penanggung mengikatkan diri kepada seseorang geidag dengan menerima suatu
premi, untuk memberikan penggantian kepadanya kaseatu kerugian, kerusakan
atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yamggkin akan dideritanya karena
suatu peristiwa yang tak tertentu. Definisi asarani lebih tepat untuk asuransi
kerugian karena tujuannya adalah untuk menggaptade tertanggung karena suatu

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungarg diharapkan yang mungkin

87 g Rejeki Hartono,Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransgt.l,(Jakarta:Sinar
Grafika,1992), hal.50-51
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akan diderita oleh tertanggung karena suatu peestang tak tenfii.

Adapula definisi asuransi yang terdapat dalamldng-Undang Nomor 2
Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal Ka ahgAsuransi atau
pertanggungamadalah perjanjian antara dua pihak atau lebihgal®emmana pihak
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggungjkumtemberikan penggantian
kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang
diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada giktiga yang mungkin akan
diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pevestyang tidak pasti, atau untuk
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atasnggal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan. Definisi asudingni lebih luas dibandingkan
dengan definisi asuransi sesuai Pasal 246 KUHD.

Terdapat juga beberapa pendapat dari para ahlsat@ana yang menyatakan
bahwa asuransi itu selalu mengandung konsep adamgta risiko. Para pendapat
tersebut, antara lain:

1. Dewan Asuransi Indonesia

Asuransi atau pertanggungan, di dalamnya terseagertian adanya suatu

risiko, yang terjadi belum dapat dipastikan, daargd pelimpahan tanggung-

jawab memikul beban risiko tersebut, kepada pihaik lyang sanggup
mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra asestari pihak lain yang
melimpahkan tanggungjawab ini, ia diwajibkan menaragejumlah uang
kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggungjawab

2. Robert L.Mehr dan Emerson Cammack

“Insurance may be defined as advice for reducingk rby combining a

sufficient member of exposure units to make thaeividual losses

collectively predictable®.

88 kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Unddepailitan Vetboek Van
Koophandel en Faillissements Verordenirgasal 246.

8 Robert L. Mehr and Emerson Cammaeékinciples of Insurance(Homewood, lllinois :
Ricard D.lrwin Co, 1980), hal. 29.
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Berdasarkan Pasal 1774 KUHPerdata, asuransi digidon ke dalam
perjanjian untung-untungan/kemungkinan. Banyak ppatl yang tidak setuju, bila
asuransi disamakan dengan perjudian atau pertarlPembedaan antara asuransi
dengan perjudian/pertaruhan adalah :

1. Dalam asuransi harus adasurable interestpada obyek pertanggungan,
sedangkan dalam perjudian atau pertaruhan kepantiyg terbatas untuk
menang atau kalah serta tidak diatur dalam undadgng.

2. Dalam asuransi pihak/obyek yang diasuransikan belaais kerugian dan
sudah dapat diketahui sebelum terjadinya peristisda tentu, sedangkan
dalam perjudian/pertaruhan masing-masing pihak ketaungkinan untuk
menang atau kalah dan pihak yang menang atau kaisébut tidak dapat
diketahui sampai suatu peristiwa terjadi.

3. Dalam perjanjian asuransi disyaratkan bahwa masiaging pihak harus
member keterangan vyang jelas dan benar, sedangkatam d
perjudian/pertaruhan tidak diwajibkan.

4. Ganti kerugian dalam perjanjian asuransi hanya gsbgminan saja,
sedangkan dalam perjudian/pertaruhan ganti kerugjlakukan tanpa harus
menderita suatu kerugian sebelumnya.

5. Perjanjian asuransi ini dapat dilakukan dan diatatam KUHD serta
peraturan perundangan lainnya, sedangkan perjpéida‘fuhan secara
hukum tidak diatu¥.

Pada dasarnya asuransi ini harus berupa suatunjsmjatau persetujuan
tertentu, yaitu suatu perbuatan dengan mana saiugoatau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. P@ganni adalah suatu perjanjian yang
bersifat timbal balik, yaitu suatu perjanjian dimaamasing-masing pihak mempunyai
hak dan kewajiban. Dalam hal ini, tertanggung memgpu kewajiban untuk

membayar uang premi dan sebaliknya ia berrexidapat penggantian bila terjadi

% 30hn T. SteelePrinciples And Practice of InsurancéEngland : The Burlington Press,
Limited, 1984), hal. 13-14.
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suatu peristiwa tak tentu yang sudah diperjanjikabelumnya. Pihak penanggung
berhak menerima uang premi yang besarnya telahtdiken dan ia berkewajiban
untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tergamg karena suatu peristiwa tak
tentu. Kewajiban pihak penanggung ini tidalakeharus terjadi atau dilaksanakan,
tetapi realisasinya masih tergantung pada suatstipex tak tentu. Jadi jika peristiwa
tak tentu itu tidak adalterjadi, maka penanggundakti perlu melakukan
kewajibannyd".

3.1.3. Tujuan Asuransi

Dalam kehidupannya sehari-hari, manusia tidak dieygé¢paskan dirinya dari
ketidakpastian. Baik secara individu maupun sekatompok selalu dikelilingi oleh
ketidakpastian tersebut, ketika berada di rumajalah, di area parkir, atau di mana
pun kita berada. Pada umumnya tindakan-tiawdalang lazim dilakukan oleh
manusia untuk mengatasi segala kemungkinan yartiamtara lain dengan cara :

1. Menghindarkan maksudnya adalah berbuat sesuatuidékuberbuat sesuatu
agar tidak mendapat kerugian.

2. Mencegah maksudnya adalah mengadakan tindakamttedengan tujuan
paling tidak mengurangi kerugian.

3. Mengalihkan maksudnya adalah kemungkinan buruk y@aqat menimpa
dirinya dialihkan ke pihak lain.

4. Menerimd?.

Salah satu metode yang paling baik untuk menangsikd adalah dengan
cara mentransfernya/mengalihkannya kepada pihak, lgaitu dengan cara
mengadakan perjanjian asuransi, karena tujuan rasuatau pertanggungan secara
garis besar adalah sebagai perjanjian khusus, resudidasarkan pada motif

ekonomis, di mana tertanggung benar-benar menyadhwa ada ancaman bahaya

91 Abdulkadir Muhammad (a}Hukum Asuransi IndonesigBandung: Citra Aditya Bakti,
2002), hal 9.

2 gyi Rejeki Hartonogp. ct., hal. 69
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yang dapat menimpa harta benda miliknya atau jagamya’. Untuk mengurangi
atau menghilangkan beban tersebut, maka tertanggemgaha mencari jalan untuk
mengalihkan beban ancaman bahaya itu kepada @k |

Maka perjanjian asuransi yang didasarkan pada nedtinomis tersebut,
bertujuan untuk mengalihkan risiko dari tertanggl®sgpada penanggung, dengan
imbalan bahwa penanggung menerima sejumlah uamgaegremi dari tertanggung.
Ini berarti apabila dalam jangka waktu diadakanpgganjian itu betul-betul terjadi
peristiva yang mengancam tersebut, sehingga metkarbukerugian atau
kemalangan, maka penanggung akan membayar ganogi&eratau sejumlah uang
kepada tertanggung sesuai dengan isi perjanjiamg&dedemikian maka tertanggung
sebagai pihak yang berkepentingan akan merasa &uakm prakteknya tidak selalu
bahaya yang mengancam itu terjadi, maka penangtiag menerima uang premi

yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang tetadgikatkan diri.

3.1.4. JenisAsurans

Menurut ilmu pengetahuan, pada umumnya asuranat dépedakan atas :

1. Asuransi Kerugian
Tujuan dari asuransi kerugian ini ialah menggaetiugian yang mungkin
timbul pada harta kekayaan tertanggung.

2. Asuransi Jumlah
Tujuan dari asuransi jJumlah ini ialah untuk membagumlah uang tertentu,
tidak digantungkan pada terjadinya peristiva talitue yang dapat
menimbulkan suatu kerugian. Yang termasuk dalamaasujumlah adalah

asuransi jiwa.

% Abdulkadir Muhammad (b), Pokok-pokok Hukum Pertanggan, cet. 2, (Bandung :
Alumni, 1983), hal. 33-34.
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3. Bentuk campuran antara asuransi jumlah dan asutanggian, yaitu asuransi
kecelakaalf.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1&®2ng Usaha
Perasuransian, Pasal 3 diatur bahwa jenis usahaysansian, meliputi :
1. Usaha asuransi terdiri atas :

a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam
penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan famgn dan
tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga, yang timién peristiva
yang tidak pasti;

b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalamnggoangan
risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggasgseorang yang
dipertanggungkan;

c. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pgttaggn ulang
terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asurderugian
dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

2. Usaha penunjang usaha asuransi, tetdsi:

a. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa kdpexan dalam
penutupan asuransi dan penanganan penyelesaidarriggnasuransi
dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung;

b. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa &&peaan dalam
penempatan reasuransi dan penanganan penyelesardgn rggi
reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan pleaas asuransi;

c. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikaa f@anilaian
terhadap kerugian pada obyek yang dipertanggungkan;

d. Usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa kassaktuaria;

e. Usaha agen asuransi yang memberikan jasa kepeamtatalam

rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan ataspsraaggung.

94 H.M.N.Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum dagammgdonesia 6 (Hukum

Pertanggungan), (Jakarta : Djambatan, 1983), halb15
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Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang BPsahauransian, maka
setiap perusahaan perasuransian hanya dapat nmé&ajalgenis usaha yang telah
ditetapkan. Dengan demikian maka tidak dibolehkabuah perusahaan asuransi

yang sekaligus menjalankan usaha asuransi kerdgiaasuransi jiwa.

3.1.5. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi
Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian udwygng diatur dalam
KUHD. Tetapi sebagai perjanjian, maka ketentuamagysyarat sah suatu perjanjian
dalam KUHPerdata berlaku juga untuk perjanjian @ssit Oleh karena perjanjian
asuransi merupakan perjanjian khusus, maka di s@rk@tentuan syarat-syarat sah
suatu perjanjian berlaku juga syarat-syarat khysmg diatur dalam KUHD. Syarat-
syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUt®a&". Menurut ketentuan
pasal tersebut ada empat syarat sah suatu pemapgdu kesepakatan para pihak,
kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa lyalaly Sedangkan syarat yang
diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuangydiatur dalam Pasal 251
KUHD®. Syarat-syarat tersebut adalah :
1. Kesepakatan;
Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakannjjerjeasuransi.
Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi :
a. Benda yang menjadi objek asuransi;
b. Pengalihan risiko dan pembayaran premi;
c. Adanya ganti kerugian;
d. Syarat-syarat khusus asuransi;
e. Dibuat secara tertulis yang disebut polis.
Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan pemaggippat dilakukan
secara langsung atau secara tidak langsung. Daaksdcara langsung artinya

kedua belah pihak mengadakan perjanjian asutangia melalui perantara.

Skitab Undang-Undang Hukum PerdaBufgerlijk WetboekPasal 1320

% Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undiéagailitan (wetboek van
Kopenhandel en Falissensments verordeniRggal 251.
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Dilakukan secara tidak langsung artinya kedua bgldtak mengadakan
perjanjian asuransi melalui jasa perartaresepakatan antara tertanggung
dan penanggung itu dibuat secara bebas, artingk tistrada di bawah
pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu.
Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-sym@énjian asuransi
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangkwerHal ini
dipandang perlu mengingat tertanggung adalah pilyakhg paling
berkepentingan atas objek yang diasuransikan sjadth sewajarnya apabila
mereka secara bebas tanpa pengaruh dan tekangmih@ddeimanapun dalam
menentukan penanggungiiya

2. Kewenangan;
Kedua pihak tertanggung dan penanggung berwenatekunken perbuatan
hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenartgesebut ada yang
bersifat subjektif dan ada yang bersifat obyektkewenangan subjektif
artinya kedua pihak sudah usia dewasa, sehaataimgtidak berada di
bawah perwakilan dan pemegang kuasa yang sah.néegan obyektif
artinya tertanggung  mempunyai hubungan sah afendpenda objek
asuransi karena benda tersebut adalah kekayadmyailsendiri. Sedangkan
penanggung adalah pihak yang sah mewakili Perusah@suransi
berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan.

3. Objek Tertentu;
Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalakekolgpng diasuransikan,
dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yangkahepada harta
kekayaan dapat pula berupa jiwa atau raga manO&igk tertentu berupa

harta kekayaan dan kepentingan yang melekat Ipada kekayaan terdapat

Ybid., Pasal 260

% Ahmad Sopyan, “Syarat-Syarat Sah Asuransi Menurukuirh Positif Di Indonesia’
http://ahmadsopyan.wordpress.cdpinduh pada 25 Mei 2011.
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pada perjanjian asuransi kerugian, sedangkan d¢bredntu berupa jiwa atau
raga manusia terdapat pada perjanjian asuransife@gertian objek tertentu
adalah bahwa identitas objek asuransi tersebushelas.
Karena yang mengasuransikan objek itu adalah tggtarg, maka dia harus
mempunyai hubungan langsung atau tidak langsungatteobjek asuransi
itu. Dikatakan ada hubungan langsung apahilartggung memiliki sendiri
harta kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi obgekaasi. Dikatakan ada
hubungan tidak langsung apabila tertanggung hargfapunyai kepentingan
atas objek asuransi. Tertanggung harus dapat meikdnulkbahwa dia adalah
sebagai pemilik atau mempunyai kepentingan atakasguransi.
Apabila tertanggung tidak dapat membuktikannya, anakan timbul
anggapan bahwa tertanggung tidak mempunyai kegmamtirapa-apa, hal
mana mengakibatkan asuransi batal. Undang-undargpk ti akan
membenarkannya, tidak akan mengakui orang yang ad@kgn asuransi
tetapi tidak mempunyai kepentinganntéres). Walaupun orang yang
mengadakan asuransi itu tidak mempunyai hubungagsileng dengan objek
asuransi, dia harus menyebutkan untuk kepentingapasasuransi itu
diadakan. Jika tidak demikian maka asuransi itagtiap tidak ada.

4. Kausa yang Halal,
Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjianaasi itu tidak dilarang
undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertibaom, dan tidak
bertentangan dengan kesusilaan. Contoh asurangi henkausa tidak halal
adalah mengasuransikan benda yang dilarang undadagzg untuk
diperdagangkan, mengasuransikan benda tetapigegriag tidak mempunyai
kepentingan, jadi hanya spekulasi yang sama depggndian, dan asuransi
bukanlah perjudian dan pertaruhan.
Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang Hendiaapai oleh
tertanggung dan penanggung adalah beralihnya rdédsobjek asuransi yang
diimbangi dengan pembayaran premi. Jadi kedua beillakk berprestasi,

tertanggung membayar premi, penanggung menerimailper risiko atas
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objek asuransi. Jika premi dibayar, maka risikoalier Jika premi tidak
dibayar, maka risiko tidak beralih.

5. Pemberitahuan;
Tertanggung wajib memberitahukan kepada penangguemgenai keadaan
objek asuransi. Kewajiban dilakukan pada saat noai@gm asuransi. Apabila
tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuranssil.oilenurut ketentuan
Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, tatak benar, atau
penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertargggentang objek
asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewamjipemberitahuan itu
berlaku juga apabila setelah diadakan asuransidigoemberatan risiko atas
objek asuransi. Kewajiban pemberitahuan Pasal 238 Xtidak bergantung
pada ada itikad baik atau tidak dari tertanggungabla tertanggung keliru
memberitahukan tanpa kesengajaan, juga mengakib&tkelnya asuransi,
kecuali jika tertanggung dan penanggung telah mgammkan lain.
Biasanya perjanjian seperti ini dinyatakan dengsgag dalam polis dengan
klausula “sudah diketahd?.

3.1.6. Polis Asuransi

Biasanya perjanjian asuransi dituangkan atauaticelam suatu polis, yang
pada umumnya telah dibuat terlebih dahulu dalamtubdpaku oleh pihak
penanggung. Perjanjian asuransi sudah ad& s@apainya kata sepakat di antara
para pihak, di mana polis sebagai bukti adanyaapgan asuransi. Jadi walaupun
tidak ada polis, perjanjian asuransi itu tetap sgpanjang telah dipenuhinya syarat-
syarat yang telah ditentukan dalam undang-undaaggnik perjanjian asuransi ini
bersifat konsensual (Pasal 257 KUHD). Menurut Pa2ab KUHD “suatu
pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalatu skta yang dinamakan polis”.

Selama polis ini belum ada, dapat dibuktikan deradanbukti tulisan lainnya (Pasal

9 pid:
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258 KUHD). Jadi polis sebagai suatu akta atau lalkti tertulis mempunyai arti
yang sangat penting pada perjanjian asuransi,dzall tahap awal, selama perjanjian
berlaku dan dalam pelaksanaan perjanjian.

Sebelum perjanjian asuransi diadakan biasanya pmmdiminta terlebih
dahulu untuk mengisi/membuat surat permohopaoppsal forn). Proposal formini
adalah suatu dokumen yang dibuat oleh penangguiigg umengetahui atau mencari
jawaban dan keterangan terhadap aspek materiad.risemudian dari data-data dan
keterangan tersebut, penanggung akan menetapk&ahaparjanjian asuransi ini
akan ditutup atau tidak. Jadi prinsip itikad baiknfost good faithsangat penting
dalam pembuataproposal formini'®.

Kemudian perjanjian dibuat antara pemohon dengaan@ggung, serta dicatat
dalam suatu dokumen (polis). Menurut kehendak pemke undang-undang
(KUHD), polis ini harus dibuat oleh tertanggung d#iajukan kepada penanggung
untuk ditandatangani. Pasal 256 ayat (2) KUHD metakan “polis tersebut harus
ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung’. Alasan dembentuk undang-undang
sebenarnya adalah untuk lebih memperkuat kedudu&ganggung yang pada
umumnya secara ekonomis lebih lemah daripada pgoagg agar tertanggung
mendapat perlindungan.

Tetapi dalam prakteknya, pithak penanggung yand lelaihulu berinisiatif
untuk mengadakan perjanjian asuransi, di mana geoag membuat polis yang
telah dibakukan, yang memuat syarat-syarat darsidatklausula tertentu, kemudian
ditawarkan kepada calon tertanggung. Biasanya pibdknggung tidak teliti dan
kurang cermat dalam membaca atau mempelajari sygaedt dan klausula-klausula
yang telah dibuat oleh pihak penanggung di dalals persebut.

Bila perjanjian itu sudah dilaksanakan dan kemudejadi peristiwa yang
menimbulkan kerugian, baru tertanggung menyadaanyal syarat-syarat dan

klausula-klausula yang sebenarnya dapat saja uhtkay pihak tertanggung dalam

100 Wahyu PrihantoroPengantar Asuransi | Aneka Produk Asuransi dan Kemastiknya
(Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 48.
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mendapatkan hak-haknya.

Perlindungan terhadap pemegang polis juga NamplakndBenjelasan Pasal
11 Undang-Undang Usaha Perasuransian, di manakidmbahwa “asuransi adalah
perjanjian atau kontrak yang dituangkan dalam bepulis, sebagai suatu perjanjian
atau kontrak maka ketentuan-ketentuan yang diatudalamnya tidak boleh

merugikan kepentingan pemegang polis”.

3.1.7. Risko

Timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan merupagasuatu yang belum
pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akargataeni kerugian atau
kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia m&ampauatu hal yang tidak
diinginkan. Oleh karena itu, kemungkinan timbulsyeatu risiko menjadi kenyataan,
adalah suatu hal yang diusahakan untuk tidak ferj&eseorang yang tidak
menginginkan suatu risiko menjadi kenyataan sehgeugnengusahakan supaya
kehilangan atau kerugian itu tidak terj&di

Risiko adalah suatu kondisi yang mengandung kemoagk terjadinya
penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang @ipkan. Apabila dilakukan survei
atas berbagai buku asuransi saat ini, masih tatdaketidakseragaman tentang
pengertian dasar risiko sehingga risiko memildfuslah definisi antara lain sebagai
berikut:

1. Kesempatan timbulnya kerugian;

Kemungkinan timbulnya kerugian;
Ketidakpastian;

Penyebaran dari hasil yang diperkirakan;

ok~ 0N

Kemungkinan suatu hasil akhir berbeda dengan ydmegapkan®.

101 Emmy Pangaribuan Simanjuntahukum Pertanggungan dan Perkembangan{Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakimanbititan oleh Seksi Hukum, Fakultas Hukum
Universitas GajahMada, 1980), hal.4-5.

92pid., hal.7.
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Istilah risiko memiliki berbagai pengertian, baiélam bisnis maupun dalam
bidang sehari-hari, dan pada tingkatan paling unatitah risiko dipergunakan untuk
menggambarkan setiap keadaan di mana terdaakakpastian tentang hasil yang
akan timbul. Dalam ilmu asuransi terdapat istiladril dan hazard yang sering
digunakan saling menggantikan antara keduanya dgreyagertian risk (risiko). Peril
didefinisikan sebagai suatu kerugiaReril juga dipergunakan untuk menunjuk
kepada bahaya api, topan, banjir, pencurian, ddnagsénya.keduanya menjadi
penyebab kerugian yang mungkin timbkazard pada sisi yang lain merupakan
suatu keadaan yang dapat menciptakan atau merkagkdtemungkinan suatu
kerugian muncul darperil yang ad®3 Sesuatu hal dapat merupakperil dan
sekaligushazardjugd®. Hazard secara umum di bagi dalam 4 kategaitiy ya

1. Physical hazard adalah kondisi fisik objek asuransi yang akan
meningkatkan kemungkinan kerugian karena risikogydiasuransikan.
Contohnya, untuk asuransi kebakaran adalah jemstkeksi, letak dan
penggunaan bangunan.

2. Moral hazard adalah kemungkinan terjadinya kerugian disebabkan
karakter tertanggung yang cenderung tidak jujur.nt@Glonya, pada
asuransi kecelakaan yang mungkin terjadi karendligekendaraan suka
mengemudi dalam keadaan mabuk.

3. Morale hazardadalah tindakan yang akan meningkatkan kerugiaenka
adanya asuransi. Misalnya, sikap yang cenderungk tichencegah
kerugian timbul karena terdapat asuransi yang nggnarg atau
pemberian jenis obat yang lebih mahal kepada pdsaeana adanya
jaminan asuransi.

4. Legal hazardadalah peningkatan risiko dalam frekuensi dankang

keparahan kerugian yang mungkin timbul dari dokttikum berlaktf®.

103 A.Junaedy Gani@p. cit, hal.41

105hid., hal 42.
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3.1.8. Asuransi Sebagai Penerapan Prinsip Pengalihan dan Penyebaran Risiko

Fungsi dasar asuransi adalah suatu upaya untukngpguiangi ketidakpastian
terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugiamidan bukan kerugian yang
bersifat eksklusif, sehingga pengertian risiko daplberikan sebagai suatu
ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak témgdsuatu peristiwa’

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bersieldagai penanggung
risiko yang dalam menjalankan usahanya berhubulageysung dengan tertanggung
atau melalui perantara. Perusahaan Reasuransihagaelasahaan yang menjadi
penannggung ulang yang dalam menjalankan usahamyerima pertanggungan
ulang dari perusahaan asuransi atau perusahaamramesislainny®’. Penanggung
dimungkinkan untuk menjamin risiko yang jauh médhkebjumlah kekuatan
permodalan sendiri dan mampu membayar apabila ki@nbul. Kemampuan
tersebut diperoleh industri asuransi melalui pkakpienyebaran risiko karena
penanggung dapat memperoleh dukungan kapasitasrirpaaa risiko dari
perusahaan reasuransi atau perusahaan asuransMakanisme penyebaran risiko
ini dinamakan reasuransi. Apabila suatu risiko ridjtung bersama-sama secara
langsung oleh dua atau lebih penanggung dsddumn kontrak asuransi atas objek
asuransi yang sama, maka kegiatan tersebut dikengbn koasurarts’.

Asuransi sering dianggap sebagai alat pembagido riisalnya premi yang
dibayar oleh perusahaan untuk jaminan asuransi akamadi biaya tetap bagi
bisnisnya yang akan diperhitungkan dalam komporieyabyang dikeluarkan dan
oleh karena itu akan tercermin dalam harga yangndilkkan atas barang yang

diproduksinyd™. Bagi masyarakat umum, selain menghindarksitor mencegah

106 gy Redjeki HartonoHukum Asuransi dan Perusahaan Asurafdakarta : Sinar Grafika,
1995), hal. 15.

9% pid., hal 17.
108A.Junaedy Ganigp. cit, hal 44.
199 bid.
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risiko, dan menahan risiko yang dihadapi pada nkasamaupun di masa depan,
asuransi merupakan suatu bentuk penyebaran risikg ydimiliki walaupun lebih
tepat disebut sebagai bentuk pengalihan risiko.

Pembeli jasa asuransi dapat juga melakukan pergrebasiko dengan
mengalihkan risiko pada lebih dari satu penanggbagg dilakukan dalam bentuk
polis-polis asuransi yang terpisah maupun dalantuBepenutupan asuransi secara
koasuransi. Dalam pemakaian asuransi parkir, umamkgnsumen melakukan
pengalihan risiko melalui polis yang terpisah, dmagolis yang satu adalah polis
untuk kendaraanya dan polis yang satu adalah potisk area perparkirannya yang
tertuangdalam karcis parkir. Karena adanya permalitisiko ini maka konsumen
akan terjamin apabila terjadi kerusakan atau kebda dalam area parkir tersetiit

Sebagian dari premi yang dikumpulkan oleh penangglam seluruh peserta
asuransi dipergunakan untuk membiayai klaim yambui dari sebagian tertanggung
yang menderita kerugian atau telah jatuh tempo yaalatau hak penerima manfaat
untuk menerima klaim. Sebagian lagi adalah untuknbentuk cadangan klaim yang
mungkin terjadi atau diketahui di masa akan datingmbiayai penyelenggaraan
usaha dan untuk keuntungan penanggung. Tertanggusgbayar premi yang
merupakan biaya tetap terlepas apakah peristiwg yBasuransikan terjadi atau
tidak. Bagi tertanggung dengan membayar premiaasy mereka akan memperoleh
kepastian bahwa kerugian dan/atau kehilangan yanggkin timbul selama masa
asuransi akan dibiayai oleh penanggung terlepakabpamlah klaim yang timbul
seimbang atau tidak dengan premi yang dibayar. alukérugian yang dapat jauh
melampaui jumlah premi yang dibayar tertanggunginggfa akan sangat
mempengaruhi kondisi keuangan tertanggung apatlidi memperoleh penggantian
dari pihak lain''. Dari fungsi asuransi bagi penanggung maupun tujbagi
tertanggung tersebut, dapat dikatakan bahwa benakgpenerapan prinsifihe

losses of a few are bome by a grodplam bisnis asuransi. Tidak semua peserta

110
111

Ibid., hal.45.
Ibid.
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asuransi akan mengalami kerugian atau kehilangda peaktu yang sama ataupun
pada waktu yang lain tetapi klaim yang diajukarhnaebagian dari peserta asuransi

ditanggung oleh seluruh peserta asuransi

3.2. Tinjauan Umum Asuransi Parkir

3.2.1. Sgarah Asurans Parkir

Sejarah mengenai asuransi parkir telah dimulai Inidlonesia sejak
dikeluarkannya Peraturan Daerah Daerah Khusus tauffoKl) Jakarta Nomor 5
Tahun 1999 dimana terdapat beberapa hal yang menigaitang adanya asuransi
parkir, yaitu :

1. Pengelola dan penyelenggara perparkiran wajib mekae pelayanan
sebaik-baiknya kepada pemakai tempat parkir, damjaga ketertiban,
keamanan, kelancaran lalu lintas serta kelestéingkungan sesuai Pasal 36
ayat (1). Artinya, jika kendaraan konsumen hilarap/dtau rusak, berarti
pengelola parkir telah gagal memberikan pelayareang webaik-baiknya dan
menjaga keamanan lokasi parkir.

2. Penyelenggara perparkiran dapat melakukan kerjaa sdaemgan lembaga
asuransi atas risiko kehilangan dan kerusakan kaadadengan besarnya
premi asuransi yang disetujui oleh Gubernur Kejpsdarah sesuai Pasal 36
ayat (3), jika ini dilakukan tentu saja pihak pelotp parkir tidak perlu repot-
repot untuk mengganti rugi, jika kendaraan konsurmsek atau hilang.
Setelah DKI Jakarta mengadakan asuransi parkirtemseébut diikkuti oleh

Kota Surabaya dan Kota Denpasar. Kota SurabaydunBlaraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahud tdang Tarif Retribusi di
Kota Surabaya, menerapkan asuransi bagi perpankiedalui retribusi yang dibayar

oleh masyarakat sudah termasuk komponen pasoniansi yang digunakan untuk
112

Ibid., hal.47.
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melindungi masyarakat yang menggunakan tempat rparkSedangkan di Kota
Denpasar, Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Danfedah melakukan kerjasama
dengan PT. Jasaraharja Putera dalam pengadaansiguanir*.

Sesuai dengan Perda DKI Nomor 5 Tahun 1999 sehgussuransi parkir
telah ada sejak saat Perda tersebut berlaku, tedgpransi parkir mulai
dikembangkan oleh pihak asuransi baru pada tah@® Yfng dimulai oleh Asuransi
Jasaraharja Putéra Tetapi melihat mulai berkembangnya asuransi pamki maka
perusahaan-perusahaan asuransi lain pada akhitmyé rmengeluarkan produk
asuransi parkir, misalnya Asuransi Mega Pratamajraksi Takaful, Asuransi

Bumida,dan lain-lain.

3.2.2. Definisi Asurans Parkir

Sesuai dengan pengertian asuransi dalam Pasak2H®, terdapat bahwa
salah satu unsur penting dalam peristiwa asuramgj terdapat dalam rumusan Pasal
246 KUHD adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hamgnunjuk kepada asuransi
kerugian (loss insurance) yang objeknya adalataHeekayaan. Asuransi jiwa (life
insurance) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 24A0X karena jiwa manusia
bukanlah harta kekayaan. Dengan demikian, dapanpligkan bahwa ketentuan
Pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugdak termasuk asuransi
jiwa® Berdasarkan definisi mengenai asuransi dalam P46&KUHD dan Pasal 1
angka (1) Undang-Undang Usaha Perasuransian, mebat disimpulkan bahwa
dalam asuransi terdapat empat unsure pendig perjanjian, premi, adanya ganti
rugi dan adanya suatu peristiwa yang tak tertéhtu

13 bavid M.L.Tobing,op. cit, hal. 98.

bid., hal. 97.

®pid., hal. 97.

118 Abdulkadir Muhammad (app. cit, hal. 118-119.
117Emmy Pangaribuan Simanjuntalp. cit, hal. 51.
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Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkamMaadefinisi dariasuransi
parkir adalah merupakan suatu pengalihan risiko ateadiagja suatu kerugian atau
kehilangan di suatu area parkir, yang dilakukar g@igak pengelola sebagai bentuk
tanggung jawabnya. Pihak pengelola parkir mengatihkisikonya kepada pihak
asuransi sebagai pihak penanggung dengan ia teatbayar premi sebesar jumlah
tertentu yang telah disepakati, dan apabila teladiugian atau kehilangan di area

parkir tersebut maka pihak penanggung yang akamgeerti kerugian tersebt.

3.2.3. Tujuan Asurans Parkir

Pada dasarnya asuransi parkir juga didasarkan pedi& ekonomis yaitu
bertujuan untuk mengalihkan risiko dari tertangglegpada penanggung, dengan
imbalan bahwa penanggung menerima sejumlah uaagagbremi dari tertanggung.
Ini berarti apabila dalam jangka waktu diadakanpgganjian itu betul-betul terjadi
peristiwva yang mengancam tersebut, sehingga metkarbukerugian maka
penanggung akan membayar ganti kerugian kepadangging sesuai dengan isi
perjanjian. Dengan demikian maka tertanggung selbak yang berkepentingan
akan merasa aman.

Dalam asuransi parkir sendiri tujuan ekonomisamiyang mendasari adanya
asuransi tersebut, agar pihak pengelola parkir tdapangalinkan risiko atas
kehilangan atau kerusakan kendaraan yang mungkincuhudalam suatu area
perparkiran. Pengalihan risiko ini dapat menjauhk#imak pengelola dari sebuah
kerugian yang besar apabila risiko terseledgiadi pada area parkirnya, karena ia
hanya membayar sejumlah premi dibandingkan apd&laifas membayar kendaraan
yang rusak ataupun hilaftg

Berdasarkan tujuan ekonomis ini, dapat dikatakahwa asuransi parkir
termasuk pada jenis asuransi kerugian, dimanartwgsaransi parkir ini adalah untuk

mengganti kerugian pihak pengelola parkir yamdpul dari kehilangan/kerusakan

18 havid M.L. Tobing,op. cit, hal.96.
191pid., hal. 97.
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kendaraan di area parkir. Asuransi parkir ini akaanjamin harta kekayaan dari
pihak tertanggung sehingga harta kekayaannya tidkéin berkurang untuk

menanggung risiko yang dapat muncul setiap saat.

3.2.4. PolisAsurans Parkir

Asuransi parkir sama seperti asuransi lainnya,neaterut dituangkan atau
dicatat dalam suatu polis, yang pada umumnya teillabat terlebih dahulu dalam
bentuk baku oleh pihak penanggung. Asuransi pditaangkan dalam polis, antara
pihak penanggung (perusahaan asuransi) denganteitt@kggung (pengelola parkir)

Sedangkan untuk pihak konsumen dan pihak pengglgk terdapat polis
asuransi sederhana yang tertuang dalam bentukskaackir. Pada asuransi parkir,
karcis parkir dapat dijadikan syarat untuk mengajukklaim apabila terjadi
kerusakan/kehilangan di area parkir ters&fut

Polis induk dalam asuransi parkir hanya menyangkuéara pihak asuransi
dan pihak pengelola parkir, tidak seperti produlirassi lain yang langsung antara
pihak asuransi dan konsumen. Polis asuransi pdrkiuat untuk satu area parkir,
sehingga apapun yang terjadi pada konsumen daleanparparkiran tersebut tetap
dilindungi dan ditanggung oleh asuransi selama tioest memiliki polis sederhana

yang tertuang dalam karcis parkir.

120 |hig.
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BAB 4

ANALISISYURIDISTANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR
TERHADAP KONSUMEN MELALUI ASURANSI PARKIR : STUDI PADA
STASIUN PONDOK CINA

4.1  Perlindungan Konsumen Melalui Asuransi Parkir

Hukum Perlindungan Konsumen tercipta untuk merkberirasa aman bagi
konsumen, melindungi segala hak-hak konsumen dadagala aspek. Hukum
Perlindungan Konsumen juga berlaku untuk melindikagisumen dalam masalah
perparkiran, sehingga konsumen mendapatkan rasan ataa nyaman untuk
menitipkan kendaraannya di suatu area parkir. Halditerapkan karena banyak
konsumen yang mendapat kerugian di area parkipitétdak bisa mendapat ganti
kerugian.

Hukum Perlindungan Konsumen diterapkan pada aaddrpsaat ini melalui
penggunaan asuransi parkir, untuk mencegah dan ngguniangi terjadinya
permasalahan di atas. Sesuai dengan Putusan Reamnirfambali (PK) tertanggal 21
April 2010 berdasarkan permohonan PK perkara noh2dr PK/PDT/2007 bahwa
pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang didéagtasumen pada sebuah area
parkir. berdasarkan putusan tersebut maka tidaklaglapelaku usaha yang bisa
menghindar dari kewajibannya untuk mengganti kemudionsumen. Putusan PK
tersebut menjadi yurisprudensi dimana nantinyandedamua perkara yang sejenis,
para hakim bisa memutuskan dengan hal yang sanveahadiaku usaha perparkiran
wajib mengganti kerugian konsumen di lahan parkir.

Asuransi parkir juga memberikan perlindungan hagjaku usaha sehingga
dalam melakukan tanggung jawabnya mereka tidak ergadkerugian yang bisa
mengurangi kekayaannya. Karena berdasarkan Puiisanatas maka pelaku usaha
wajib mengganti kerugian, sehingga bila tidak memgdkan asuransi parkir maka
kerugian itu akan ditanggung secara pribadi, tdtdpimenggunakan asuransi parkir

maka kerugian telah dialihkan pada pihak asuraarsg ynenanggung risiko. Asuransi
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parkir menjadi sebuah kewajiban untuk memberikatir@iringan tidak hanya bagi
konsumen tapi juga bagi pelaku usaha.

Berdasarkan hal di atas maka dapat dikatakan b&bmsumen memiliki hak
untuk mendapat perlindungan terhadap kendaraan yeergka titipkan di area
perparkiran. Sehingga pemakaian asuransi parkgasatibutuhkan oleh konsumen
agar dapat memberikan kepastian ganti rugi atassékaan ataupun kehilangan
kendaraan mereka di area perparkiran. Konsumen ukand atas adanya asuransi
parkir agar dapat menanggung risiko atas kerusaitan kehilangan kendaraan
mereka yang jumlahnya bisa mempengaruhi kondistah&ekayaan mereka,
misalnya jika kendaraan mereka hilang maka merddeen anenderita kehilangan
seharga kendaraan mereka. Berdasarkan hal tersetka konsumen secara pasti
lebih memilih untuk menitipkan kendaraan merekamia parkir yang berasuransi
agar dapat menghindarkan mereka dari risiko besapl kerusakan atau kehilangan
kendaraan mereka.

Asuransi parkir adalah bentuk perlindungan konsugang diusahakan oleh
pelaku usaha tanpa harus memberatkan pihak pels&bau Hal ini disebabkan
karena premi asuransi ini sebenarnya telah ditakamapada harga parkir yang harus
dibayar oleh konsumen. Konsumen tidak merasa kebeekan hal tersebut karena

mereka memiliki jaminan bahwa kerusakan atau kepda akan diganti.

4.2  Ciri-ciri Perparkiran Yang Menggunakan Asuransi Parkir dan Yang
Tidak Menggunakan Asuransi Parkir
Perparkiran adalah sarana yang dibutuhkan olelapsé&onsumen pemilik
kendaraan dimana mereka bisa menitipkan kendaraammuk beberapa saat
lamanya, dan mereka membutuhkan sebuah jaminan ak@amagar bila terjadi
sebuah risiko pada kendaraannya para konsumerbuénsendapat kepastian ganti
rugi. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkangpkinan yang memakai asuransi

parkir.
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Ciri-ciri parkir yang menggunakan asuransi parkiand yang tidak
menggunakan asuransi parkir yang dapat dilihatraekasat mata oleh konsumen,
adalah :

1. Penggunaan Klausula Baku

Pada sebuah karcis parkir yang dikeluarkan olebkpelsaha yang
tidak menggunakan asuransi parkir, umumnya terdapatuk pengalihan
tanggung jawab pelaku usaha pada konsumen melalusW{a baku. Selain
melalui karcis parkir biasanya para pelaku usahaaméah klausula baku
tersebut pada sebuah papan pengumuman. Klausula yeailg biasanya
digunakan oleh pelaku usaha area perparkiran adalfiak pengelola
(parkir) tidak bertanggung jawab atas kehilangarerdsakan, kecelakaan
atas kendaraan ataupun kehilangan barang-baranggytandapat di dalam
kendaraan atau yang menimpa orang yang menggunakea parkir pihak
pengelola (parkir): Dengan pencantuman klausula baku ini, maka pihak
konsumen akan dirugikan dan mengalami kesulitaripangin menuntut
ganti kerugian bila timbul kecelakaan atau kerusakau kehilangan di area
parkir.

Sedangkan bagi pelaku usaha yang menggunakan sispaakir maka
tidak ada lagi pencantuman klausula baku. Parakpelasaha telah
mengalihkan risiko pada perusahaan asuransi sehinggreka tidak
memerlukan pencantuman klausula baku tersebut, d@aast memberikan
perlindungan menyeluruh bagi konsumen.

Dari sisi konsumen, pencantuman klausula baku teiemberikan
efek ketidaknyamanan bagi mereka karena, dengarwyaddausula baku ini
maka pasti pihak pengelola parkir akan mengalitkaggung jawab pelaku
usaha kepada diri konsumen. Tetapi dengan adanyanss dan tidak
tercantumnya klausula baku memberikan mereka kapaan bahwa ganti
rugi atas kerugian yang diderita bisa dilaksanakalam jangka waktu yang
telah ditentukan.
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2. Harga Parkir

Pada area parkir yang berasuransi khususnya ar&a ga Stasiun
Pondok Cina harga parkir telah ditambah dengaraasuparkir. Harga parkir
ini telah termasuk premi untuk pembayaran asurgaskir. Penggunaan
asuransi parkir di area parkir Stasiun Pondok Gilitzebankan kepada
konsumen untuk pembayaran preminya yang telahagiah satu paket oleh
pengelola parkir dalam harga parkir. Konsumen miefyehal tersebut tanpa
paksaan karena harga parkir ini termasuk asuramkirp/ang menjamin atas
ganti rugi yang mungkin timbul.

Harga parkir ini telah termasuk premi asuransi kintuotor harga
parkir Rp. 3.000,00 dengan premi Rp. 500,00 daokumobil harga parkir
Rp. 5.000,00 dengan premi Rp. 1.000,00. Bagi pansdkmen harga parkir ini
disetujui, selama ketika terjadi kerusakan atauil&efan atas kendaraan
mereka maka mereka bisa mendapat ganti rugi.

Menurut Bapak Wahyu selaku konsumen harga parkig yada tidak
menjadi masalah bagi beliau karena harga ini bisajamin kendaraannya
yang apabila terjadi kerusakan atau kehilangan nbhakau akan mendapat
ganti rugi. Pemakaian asuransi ini juga membuatbainerasa aman dan
nyaman untuk menitipkan kendaraannya di area p8tksiun Pondok Cina.

3. Pengalihan Risiko Kerugian

Dari sudut pandang pelaku usaha, asuransi adalah satu cara
dalam pengalihan risiko yang dihadapi. Faktor pdséingan pokok dalam
pengambilan keputusan sebelum memutuskan untuk sleaduransi adalah
apakah metode pengalihan tersebut merupakan pangelbiaya yang efektif
atau tidak. Pemilihan jenis pengalihan risiko yéegat memungkinkan suatu
badan usaha dapat mengambil keputusan yang baikahakan membeli
asuransi yang dianggap sesuai dengan kebutuhapuAdaanfaat asuransi

bagi suatu badan usaha antara lain adalah sebagaith
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a. Memberikan rasa aman terjamin atau perlindungam gainan dalam
menjalankan usaha karena terdapat kepastian peraggaapabila timbul
kerugian dari sebab-sebab yang diasuransikan;

b. Memberikan keuntungan pada masyarakat pada umunieberhasilan
usaha yang dijamin asuransi akan memberikan kasiribagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat umum. Demikian juga haigafaat kegiatan
usaha penanggung melalui pengumpulan premi

Berdasarkan manfaat tersebut, maka penggunaannaswsangat
diperlukan dalam suatu usaha, terutama dalam usahapenyediaan area
perparkiran. karena dalam usaha tersebut terdapayak risiko yang
mungkin muncul di area perparkiran. Pelaku usalmashenemakai asuransi
agar dapat mengalihkan risiko kehilangan yang mungiuncul yang dapat
membuat usaha mereka mengalami kerugian.

Melalui pemakaian asuransi parkir, maka para pelaaha merasa
aman dan mendapat jaminan bahwa apabila terjadakghn atau kerusakan
di area perparkiran maka itu bukan menjagiggung jawab pelaku usaha
lagi, karena telah dialihkan kepada pihak asurg®sihingga bila konsumen
mengajukan klaim ganti rugi atas kerusakan ataildannya maka pelaku
usaha bisa mengganti tanpa harus mengalami kerugama harta
kekayaannya.

Sedangkan apabila pelaku usaha tidak menggunakeanas parkir
maka kerugian yang mungkin muncul di area parkiapi@ah menjadi
tanggung jawabnya. Pelaku usaha harus menjamin deam dan
menghindari kerusakan yang mungkin muncul agak tdampengaruhi harta
kekayaannya. Pelaku usaha tidak dapat berpaling tdaggung jawab
tersebut karena hal itu telah dilindungi oleh UUPK.

121, Junaedy Ganiap. cit, hal. 47.
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Untuk konsumen sendiri, dengan adanya pengalirgikorimelalui
penggunaan asuransi parkir memberikan jaminan #epabahwa apabila
terjadi kerusakan atau kehilangan di area parkikamaereka bisa mendapat
ganti rugi. Hal ini menambah kepercayaan konsumedapjasa yang

disediakan oleh pelaku usaha perparkiran.

4.3  Pelaksanaan Asurans Parkir Pada Area Parkir Di Stasiun Pondok Cina

Penggunaan asuransi parkir di Stasiun Pondok Culairdijalankan pada
area parkir stasiun kereta api Pondok Cina disebraklirena pada 31 Juli 2010 telah
mengalami kebakaran dan menyebabkan 36 kendaraamotbe hangus terbakar.
Pada saat itu para konsumen yang dirugikan melapdtgjadian tersebut ke kantor
polisi untuk menuntut ganti rugi. Karena pelakuhasaerusaha tunduk pada UUPK
maka pada akhirnya, pihak pengelola perparkiranggemti kerugian para konsumen
secara pribadi sehingga mengurangi harta kekayaaska

Berdasarkan pengalaman tersebut maka kemudian mbagelola parkir
menggunakan asuransi parkir agar segala kerusakapua kehilangan tidak lagi
menjadi tanggung jawab mereka secara pribadi. Mideiuari 2011 area parkir
tersebut telah menggunakan asuransi parkir yangnb@e jaminan keamanan dan
kenyamanan bagi para konsumen dan pelaku usahainb@ka terjadi kerusakan
tidak lagi diselesaikan secara pribadi oleh pihangelola parkir tetapi telah
dialihkan pada pihak asuransi, dan umumnya dis&ksaalam jangka waktu 7 hari
sesuai ketentuan yang diatur oleh UUPK, kecuadi pihak asuransi dan konsumen

memiliki perjanjian lain.

4.3.1 Pengawas Pelaksanaan Asuransi Parkir

Dalam pelaksanaan asuransi parkir ini, agar tidadtapat pihak yang curang
ataupun memanipulasi maka selalu disediakan pilglggvas yang berasal dari
perusahaan asuransi maupun dari pihak pelaku uSalan itu juga bertujuan untuk

memudahkan apabila terjadi klaim oleh konsumenud?et ini bertugas untuk
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mengawasi area parkir dan memeriksa kondisi keadayang masuk dan keluar
sehingga bisa terlihat apakah ada risiko yangdeaj@u tidak.

Pemakaian asuransi parkir ini tidak membuat pelakaha menjadi lepas
tanggungjawab seutuhnya karena telah mengalihlsikonya pada pihak asuransi.
Sebaliknya pihak pengelola parkir tetap bekerjasderagan pihak asuransi. Pihak
pengelola parkir tetap menyediakan orang-orang y@ergugas untuk menjaga area
parkir tersebut. Hal tersebut agar tidak terjadiugean yang tidak diketahui oleh
pihak asuransi ataupun pengelola parkir, tetapgaerkeadaan seperti ini maka pihak
asuransi dan pihak pengelola bisa selalu memarggalss risiko yang terjadi area
parkir Stasiun Pondok Cina.

Pengawas juga memudahkan konsumen untuk mengailéiam bila risiko
itu terjadi. Sehingga konsumen yang mengalamidamja risiko bisa dengan segera
teratasi masalahnya, tidak harus mereka sendiri gajekan klaim kepada

perusahaan asuransi.

4.3.2 ProsesPengajuan Klaim

Proses pengajuan klaim pada area parkir StasiuddRddina dapat dilakukan
di hari yang sama. Hal ini dikarenakan konsumenapaaki yang sama risiko itu
terjadi bisa langsung melaporkan pada pengawasgigsieberita acara dimana
kemudian oleh petugas akan diserahkan pada kastwaresi dan konsumen akan
dapat mendapat ganti kerugian dalam jangka wakhg yhtentukan yaitu 7 hari,
kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk menamt lain. Sedangkan bila
konsumen mengetahui telah terjadi risiko setelah §2.00 WIB maka pengisian
berita acara akan dilakukan pada keesokan pagnyearidan pada malam itu
konsumen hanya melaporkan secara lisan pada petpgdsr untuk dicatat
sementara. Berdasarkan hal tersebut maka pihakrssumengajukan syarat yang
harus dipenuhi oleh konsumen yaitu bahwa bila densiko terhadap kendaraan
maka kendaraan yang klaim tersebut, diharapkan @dmk meninggalkan lokasi
parkir sebelum petugas melakukan survey ke lolagdinya risiko. Tetapi untuk

segala laporan terjadinya risiko yang dilakukarelsét kendaraan keluar dari area
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parkir Stasiun Pondok Cina tidak akan dilayani, ihauntuk membatasi konsumen
bahwa tidak dapat mengajukan klaim terjadinya oisikng mungkin muncul di luar
area parkir Stasin Pondok Cina.

Menurut saudara Yanuar Eko selaku pengawas daakpésuransi, klaim
yang diajukan oleh konsumen hanya akan diproses kagsumen yang dapat
menunjukkan bukti karcis parkir, sehingga secdes jdapat dibuktikan bahwa risiko
itu muncul pada saat di area parkir tersebut. Setarcis parkir, konsumen juga
harus dapat membuktikan kepentingan ekonomis atesng tersebut, dapat berupa
surat kendaraan bermotor apabila sesuai dengan kansamen ataupun ditambah
dengan surat bukti lainnya yang menunjukkan bahareslkmen yang bersangkutan
memiliki hubungan ekonomis atas kerusakan atauldwdan kendaraan tersebut.
sedangkan bila konsumen tidak memiliki hubungannekds dan bukan pemilik
kendaraan (konsumen sebagai peminjam) maka peragik kendaraan harus
menyerahkan surat kepemilikan disertai identitamipk kendaraan serta karcis
parkirnya.

Pemakaian asuransi parkir ini tidak membuat pelakaha menjadi lepas
tanggung jawab seutuhnya karena telah mengalink&omya pada pihak asuransi.
Sebaliknya pihak pengelola parkir tetap bekerjassaengan pihak asuransi. Pihak
pengelola parkir tetap menyediakan orang-orang Yaergigas untuk menjaga area
parkir tersebut. Hal tersebut agar tidak terjadiugean yang tidak diketahui oleh
pihak asuransi ataupun pengelola parkir, tetapgaerkeadaan seperti ini maka pihak
asuransi dan pihak pengelola bisa selalu memargalss risiko yang terjadi area
parkir Stasiun Pondok Cina.

4.3.3 PolisAsurans Parkir

Pelaku usaha dalam menjalankan usaha perparkiraerjbesama dengan
pihak asuransi Bumiputera Muda (Bumida). Polis Assr telah dimulai sejak bulan
Januari 2011. Dalam polis asuransi untuk Stasiund®o Cina tertera nilai
pertanggungan untuk mobil penggantian total los&smaal Rp. 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan untuk penggantian pddsd Rp. 5.000.000,00 (lima juta
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rupiah), sedangkan untuk motor penggantian totss lmaksimal Rp.10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) dan untuk penggantian paltisd Rp. 2.000.000,00 (dua juta
rupiah). Dalam pelaksanaannya polis asuransi iahtada dan hanya dimiliki oleh
pihak pelaku usaha, konsumen tidak bisa melihais pduransi ini, tetapi untuk
segala kerusakan atau kehilangan diberikan jaminark diberi ganti rugi.

Para konsumen tidak mengetahui secara pasti bbesmaanya ganti rugi yang
bisa disediakan pihak asuransi dan pihak pengedtds segala kerugian yang
mungkin muncul, karena mereka tidak mengetahuiibzgaa isi polis asuransi yang
sebenarnya. Tetapi yang selama ini terjadi di pegkir Stasiun Pondok Cina adalah
berapa pun kerusakan yang timbul selalu digantlarsgkan untuk kehilangan
kendaraan hingga hari ini belum pernah terjadi.

Premi yang dikenakan oleh pihak asuransi telah slikiean oleh pihak
pelaku usaha ke dalam harga parkir, sehingga demgambayar harga parkir maka
secara otomatis juga konsumen telah membayar pasomansi. Berdasarkan hal
tersebut, maka segala kerusakan ataupun kehild@gmlaraan di area parkir Stasiun

Pondok Cina akan mendapatkan ganti rugi.

4.34 Tidak Diperkenankan Ganti Rugi Ganda

Berdasarkan pemakaian asuransi parkir ini terdaglayang harus diketahui
oleh para konsumen vyaitu bahwa mereka mendapat gagit sesuai prinsip
indemnitas. Prinsip indemnitas ini menyatakan batkwasumen hanya berhak
mendapatkan ganti kerugian sebesar kerugian yanguki sehingga meskipun
terdapatdouble insurancepada kendaraan konsumen maka konsumen hanya bisa
mendapat ganti rugi atas terjadinya risiko satu kaja. Hal ini misalnya jika
konsumen memiliki motor yang memakai asuransi kexatatotal lost dan parkir
pada area parkir berasuransi kemudian motornyandhilmaka konsumen harus
memilih asuransi mana yang akan dipakai untuk memggerugian atas risiko yang
muncul, karena tidak boleh mendapatkan ganti ruglemhi kerugian yang
ditanggung konsumen. Bila konsumen memilih untuk m@eai asuransi

kendaraannya maka pihak asuransi parkir akan memhartuk mengurus surat-
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suarat kehilangan tersebut, dan untuk ganti rugd&eaan motornya akan diberikan
oleh pihak asuransi kendaraan bermotor. Sedangkagang dipilih oleh konsumen

adalah penggantian oleh pihak asuransi parkir mpé#iak asuransi parkir yang akan
mengurus semuanya dari mulai pengurusan surat-simgga pemberian ganti rugi

kendaraan motor. Persoalan di atas harus dipahi@mikonsumen agar konsumen
tidak merasa bahwa mereka bisa mendapatkan gansebanyak 2x (dua kali) atas
kehilangan/kerugian yang mereka derita.

Pelaksanaan asuransi parkir ini ditujukan untuk bwrtkan kemudahan bagi
pihak konsumen dan pihak pengelola parkir. Sehirgggala risiko yang mungkin
terjadi di area parkir tidak akan memberatkan saatu pihak, pihak konsumen
maupun pihak pengelola akan mendapatkan keuntutegaandiri dari pemakaian
asuransi parkir ini.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan eahpabila pihak
konsumen tidak mendapatkan ganti rugi sebagimang g&emukakan oleh pihak
pengelola parkir maka konsumen dapat mengajukaatgugenyelesaian sengketa
konsumen di luar ataupun di dalam pengadilan seysng dirumuskan dalam Pasal
23 jo. Pasal 45 ayat (2) UUPK. Sehingga konsumearagpasti mendapatkan ganti
kerugian meskipun tidak melalui jalan yang mudadreka harus melalui gugatan

penyelesaian sengketa terlebih dahulu.
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Contoh Penggunaan Klausula Baku

Universitas Indonesia

Studi tentang ..., Dwi Hastuti A., FH Ul, 2011



76

Contoh karcis parkir berasuransi tanpa klausulaup&d. Sekarsa sebagai pihak

pengelola asuransi dan PT. Imfas sebagi pengedokarp

TANDA PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR KETENTUAN UMUM
STASIUN KERETA API PONDOK CINA 1. Periksa & kunci kendaraan anda sebelum di tinggalkan,

2. Kartu pass ini sebagai tanda penitipan mobil / motor di lokasi parkir Stasiun
KA. Pondak Cina.
B 3. Simpan baik-baik kartu pass ini, jangan di tinggalkan dikendaraan, dan jika
MOtOf Rp. 3000,-’ 1X Pal’klr kartu pass ini hilang/ rusak dikenakan denda Rp. 10.000,-
4. Pengambilan kendaraan harus dengan kartu pass / STNK beserta nomor
penitipan diserahkan di pintu keluar/kasir.
5. Lokasi parkirinitelah dilindungi oleh asuransi parkir.
6. Asuransi hanya menjamin barang-barang yang melekat pada
| kendaraan/bagian dari kendaraan dan bukan karena unsur kesengajaan
“IMF ” 7. Segera laporkan ke petugas parkir apabila kendaraan anda mengalami
kehilangan TLO atau PARTIAL disertai dengan melapor ke Polsek setempat.
8. Jika terjadi kerugian terhadap kendaraan maka kendaraan yang klaim

SEKARSA tersebut, diharapkan agar tidak meninggalkan lokasi parkir sebelum petugas
PARKING INSURANCE melakukan survey ke lokasiterjadi (TKP).
— 9. Segalalaporan setelah meninggalkan lokasi parkir tidak dilayani.
N0.0001 10. Penitipan bagi motor ditutup jam 22.30 WIB.

Contoh Spanduk Parkir Berasuransi

Stasiun Kereta Api KENDARAAN ANDA KINI DILINDUNGI Stasiun Kereta Api
Pondok Cina Pondok Cina

ASURANSI PARKIR

InsyaAllah!! Mulai Februari 2011 setiap kendaraan bermotor
yang parkir dipelataran Parkir Stasiun Kereta Api Pondok Cina
Memperoleh Jaminan Perlindungan Asuransi Parkir
SEKARSA Motor Rp. 3000,- untuk 1x Parkir - termasuk premi asuransi
' (dari jam 06.00 sampai dengan jam 22.00)
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BAB 5

PENUTUP

51 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, madmulip dapat

menyimpulkan bahwa:

1. Asuransi parkir adalah sarana yang diusahakan mledk pelaku usaha
untuk menjamin keamanan kendaraan konsumen.  Asurparkir
diadakan untuk memberikan kepastian ganti rugi d&esiwungkinan
terjadinya risiko yang besar, tanpa harus membebmankada harta
kekayaan pelaku usaha. Pelaksanaan asuransi parkilakukan oleh
pelaku usaha sebagai bentuk pengalihan risiko &assmsuai Putusan
Peninjauan Kembali (PK) atas permohonan PK perkaymor 124
PK/PDT/2007 bahwa pelaku usaha wajib untuk menggaagala
kerugian yang diderita konsumen di area parkir.

2. Perparkiran yang berasuransi memiliki ciri-ciri gadapat dilihat secara
kasat mata oleh konsumen. Ciri-ciri tersebut tedtri karcis parkir yang
tidak menerapkan klausula baku, harga parkir yaegihl mahal
dibandingkan dengan harga parkir pada umumnya dirharga parkir ini
telah ditambah dengan uang premi asuransi pardanya pengalihan
risiko dari pihak pengelola parkir kepada pihakrassi.

3. Pelaksanaan asuransi parkir di area parkir StaBomdok Cina telah
memberikan perlindungan bagi konsumen. Segala &kans ataupun
kehilangan yang terjadi di area parkir Stasiun B&ndcCina akan
mendapatkan ganti rugi. Meskipun konsumen membagadiri premi
yang telah dimasukkan kedalam harga parkir, bagskmen hal tersebut
tidak menjadi masalah karena mereka merasa tengidiKonsumen
merasa aman dan nyaman untuk meninggalkan/memitikdadaraannya
di area parkir Stasiun Pondok Cina. Hal keamanga jetap dijaga oleh
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pihak pengelola parkir karena pihak pengelola paidtak secara otomatis

lepas tangan atas segala yang terjadi pada arnda par

Saran

Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya paitgelolaan lahan
parkir harus memperhatikan hak-hak konsumen dam jkewajibannya
sebagai pelaku usaha terutama yang telah diatamddlUPK. Selain itu juga
pelaku usaha harus memberikan informasi yang beetas dan jujur
berkaitan dengan jasa yang dijualnya. Dengan damikakan tercipta
hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha gekejemjutan dan tidak
menutup kemungkinan memperoleh konsumen yang loyal.

Pelaku usaha sebaiknya dianjurkan untuk menggunakaransi parkir agar
dapat melindungi konsumen. Terutama setelah kefaaRutusan PK yang
menjadi yurisprudensi bahwa kendaraan yang rusaklatang di area parkir
menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Maka segaltulbékerugian yang
diderita oleh konsumen di area parkir dapat dilaeriganti rugi dan dengan
penggunaan asuransi parkir maka risiko telah diahirkepada pihak asuransi
dengan pembayaran premi yang termasuk pada hargja. ka

Konsumen harus lebih teliti dan cermat dalam mengkan area parkir
terutama dalam membaca ketentuan yang terterakaacia parkir, agar tidak
terjebak dalam pengalihan tanggung jawab oleh pelsaha. Konsumen
harus bisa memilih jasa parkir yang dapat memberigerlindungan bagi
dirinya, tidak hanya mencari harga parkir yang rhuetapi tidak menjamin
keamanan dari kendaraan tersebut.

Konsumen harus bersikap aktif dalam memperjuandiekahaknya sebagai
konsumen apabila merasa tidak puas ataupun dinugikidat tindakan pelaku
usaha. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa apkbilaumen bersangkutan
merasa tidak puas atas penggunaan suatu barangsdatang diperoleh dari
pelaku usaha ataupun mendapatkan kerugian akibaisuktsi atau

penggunaan produk atau jasa tersebut, maka konsdat mengajukan
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permohonan ganti kerugian kepada pelaku usaha aaersebut merupakan
bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi olehkpelzsaha. Bahkan
apabila pelaku usaha menolak untuk memberikan gantigian, konsumen
dapat memperjuangkan hak-haknya melalui upaya pesaian sengketa
yang diatur menurut UUPK vyaitu penyelesaian seragkietluar pengadilan
dengan bantuan BPSK atau penyelesaian sengket¢agiagilan.

5. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagailiaga Konsumen
Swadaya Masyarakat (LPKSM), harus lebih memperaatikasus-kasus yang
muncul dalam hal perparkiran, agar konsumen perggdainan parkir bisa
menemukan tempat untuk menyalurkan permasalaham digeritanya. Hal
tersebut sesuai dengan tugas dari LPKSM yang tatatgtam Pasal 44 ayat
(3) huruf a bahwa salah satu kegiatan dari LPKSMIladd menyebarkan
informasi dalam rangka meningkatkan kesadaranhatslan kewajiban dan
kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi baram@tda jasa;

6. Pemerintah khususnya Menteri Perdagangan melaleek@rat Jenderal
Perlindungan Konsumen, sebagai lembaga yang bengemaelakukan
pengawasan dapat menindaklanjuti kegiatan yandkukiéan oleh pelaku

usaha dengan melakukan pencabutan izin usaha .hilik pelaku usaha.
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